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MOTTO 

                             

                

 

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberianNya) lagi Maha mengetahui. 3(QS. An-Nūr :32).

 

 

                                                           
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Ar-Rahim, (Bandung :Mikraj Khazanah Ilmu) 
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ABSTRAK 

 

Rifqi Syauqisyah, 2019;  Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Pandangan 

Madzhab Syafi’i dan Madzhab Ja’fari. 

 

Konsep Keberadaan wali dalam pernikahan masih menjadi pembahasan 

hangat dikalangan ulama, perbedaan itu muncul karna banyak penafsiran yang 

berbeda dalam subtansi dari ayat al-Qur’an dan as-Sunnah. Di dalam ayat al-

Qur’an sendiri tidak ada satu ayat yang khusus membahas mengenai keberdaan 

wali dalam pernikahan itu sendiri, oleh karenaitu ada dua Imam yang beda 

penafsiran mengenai wali yaitu Imam Syafi’i dan Imam Ja’far kedua Imam 

tersebut sama-sama mempunyai dalil sebagai penguat pendapatnya. 

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: a). Bagaimana konsep wali dalam 

hukum perkawinan dalam pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab  Ja’fari. b). 

Bagaimana epistemologi hukum islam perempuan menikah tanpa wali perspektif 

Madzhab Syafi’i dan Madzhab  Ja’fari. c). Apa konsekuensi  nikah tanpa wali 

dalam hukum Islam di indonesia. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: a). Untuk mengetahui konsep wali 

dalam hukum perkawinan dalam pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab 

Ja’fari. b). Untuk mengetahui epistimologi hukum islam perempuan menikah 

tanpa wali perspektif Madzhab Syafi’i dan Madzhab Ja’fari. c).Untuk mengetahui  

konsekuensi nikah tanpa wali dalam hukum Islam di indonesia. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kulitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

reduksi data dan display data. Keabsahan data menngunakan triangulasi. 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: a). Menurut madzhab 

Syafi’i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai 

seorang wali, karena wali mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang 

harus dipenuhi dalam pernikahan, maka jika tidak ada wali pernikahannya batal. 

Sedangkan menurut Imam Ja’far perempuan tidak apa-apa menikah tanpa wali 

asalkan sekufu’, karena wali tidak termasuk syarat sah pernikahan. b). Dalam 

mengistinbatkan hukum Imam Syafi’i dan Imam Ja’far tetap bersumber kepada 

Al-qur’an sebagai sumber paling utama, keduanya hanya berbeda penggalian 

hukum setelah sumber hukum  Ijma’ yaitu Imam Syafi’i menggunakan Qiyas 

setelah Ijma’, sedangkan sumber hukum yang di gunakan oleh Imam Ja’far 

setelah Ijma’ adalah sumber hukum Akal. c). Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pernikahan harus ada wali sebagaimana yang terkandung dalam pasal 19, 

20, 21, 22, 23, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Subtansi dari semua pasal tersebut 

tidak ada yang menbolehkan atau menjelaskan menikah tanpa wali, dalam konteks 

hukum indonesia yaitu KHI maka pernikahan seseorang yang tidak menghadirkan 

wali dalam akad maka batal pernikahannya. 

 

Kata Kunci: Hak Perempuan, Nikah, Wali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Serta 

menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yaitu manusia laki-laki dan 

prempuan, menciptakan hewan jantan dan betina. Begitu pula dengan tumbuh-

tumbuhan. Hal ini di aksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-

pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tentram, 

teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap 

lestari, maka harus ada keturunan yang akan melanngsungkan dan 

melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada 

pengembangbiakan. Dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh satu 

akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. 
1
 

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang termasuk dalam 

pnciptaan alam ini.
2
 Perkawinan mrupakan perintah Allah SWT kepada 

hambanyauntuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu 

dengan mendirikan rumah tangga damai dan tentram.
3
 Allah SWT berfirman : 

                      

                   

                                                 
1
 Selamet Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 28. 

2
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut:Dar al_Fikr), jilid Ke-2., 131. 

3
 Mawardi, Ali, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1984), Cet ke-3, 1. 
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Artinya :“Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untuk mu isteri-isteri dan jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepada Nya, dan dijadikan Nya diantara mu rasa 

kasih dan sayang. Seungguhnya pada yang demikian itu benarbenar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dijelaskan 

bahwa : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri denan membentuk keluara (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Namun dalam perkawinan juga ada Rukun dan Syarat nya, seperti 

yang telah di jelaskan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada : 

1. Calon suami 

2. Calon istri 

3.  Wali nikah 

4. Dua saksi 

5. Ijab dan Qobul 

Rukun dan syarat itu harus terpenuhi demi keabsahan pernikahan yang 

dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Dan untuk calon istri, ia tidak bisa 

begitu saja menikahkan dirinya sendiri tanpa ada nya seorang wali. Maka jika 

tidak ada wali, nikah itu bisa dikatakan tidak sah. 

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang 

syar’i atas segolong manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna. 

Sebagamana kita ketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan 

masih banyak di perdebatkan. Disatu pihak ada yang berpendapat bahwa 
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keberadaan wali adalah termasuk syarat dan prioritas akad nikah. Pendapat ini 

didukung oleh Imam Malik dalam riwayat Asoh (pendapat yang kuat) dan 

Madzhab Syafi’i. Mereka mengaju pada surat An-Nur ayat 32 dan hadi Nabi 

SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi : 

ي وَ  ِ  لَ ا   احَ كَ ن  لَ  (مجاه)رواه اِن  ل   

Artiya : “Tidak ada nikah yang sempurna tanpa wali” 
4
 (HR. Ibnu Majah) 

Pendapat kedua mengatakan bahwa wali bukan termasuk syarat 

keabsahan nikah bila pernikahan dilakukan antara sekufu (sepadan dalam 

tijauan syara’) pendapat ini di dukung oleh Madzhab Abu Hanifah, Za’far, al-

Sya’bi dan al-Zuhri. 
5
Mereka berhujjah pada firman Allah SWT.  

                       

        

Artinya :”kemudian apabila kamutelah habis masa iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap dari 

mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat 
6
(QS, Al-baqarah : 234) 

 

Dari berbagai pendapat diatas dalam fiqih Imam Ja’far terdapat konsep 

wali nikah yang kontradiktif dengan jumhur ulama fiqih. Yaitu bolehnya nikah 

tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa bahkan lebih lanjut dijelaskan 

bahwa seorang wanita dewasa boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa 

perantara wali nya. Di Indonesia telah disepakati oleh Majelis Ulama 

Indonesia bahwa Fikih Munakahat yang berlaku adalah sebagaimana yang 

                                                 
4
At Tirmidzdi, Sunan At’Tirmidzi. (CD-ROM: Maktabah al syamilah 2.11, Digital, t.t), 6 

5
 Team FKI,Esensi Pemikiran Mujtahid, (Kediri: Purna Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo 

2003), 301. 
6
al-Quran, 2: 234. 
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terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara Kompilasi Hukum 

Islam sebagai produk hukum Islam Indonesia tidak sependapat dengan konsep 

Imam Ja’fari tersebut. Artinya nikah tanpa wali hukum nya tidak sah. Dalam 

sejarahnya, Kompilasi Hukum Islam di rumuskan dengan memperhatikan 

iklim fiqih ke-Indonesia-an yang lebih banyak mengadopsi dari Fiqih Syafi’i. 

Tetapi kondisi riil di masyarakat, ditemukan kasus mengenai perkawinan yang 

tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Ternyata seorang yang mau 

melakukan perkawinan tidak semua prosesnya  berjalan dengan lancar. 

Terutama ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita lantas tidak 

dietujui oleh orangtuanya yang akan bertindak sebagai walinya. Akibatnya 

banyak ditemukan kasus di berbagai media masa seperti halnya kawin paksa, 

kawin lari, sex pra nikah, dan lain sebagainya. 

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian seputar permasalahan Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali 

Dalam Pandangan Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Ja’fari ( Studi 

komparasi metode istinbath hukum Imam Syafi’i dan Imam Ja’far dan 

konsekuensinya terhadap KHI).  

B. Fokus Kajian 

1. Bagaimana konsep wali dalam hukum perkawinan dalam pandangan 

Madzhab Syafi’i dan Madzhab  Ja’fari ? 

2. Bagaimana epistemologi hukum islam perempuan menikah tanpa wali 

perspektif Madzhab Syafi’i dan Madzhab  Ja’fari ? 

3. Apa konsekuensi  nikah tanpa wali dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsep wali dalam hukum perkawinan dalam 

pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab Ja’fari. 

2. Untuk mengetahui epistemologi hukum islam perempuan menikah tanpa 

wali perspektif Madzhab Syafi’i dan Madzhab Ja’fari. 

3. Untuk mengetahui konsekuensi nikah tanpa wali dalam hukum Islam di 

indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teorotis: 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan khazanah 

keilmuan.Khususnya permaslahan terkait dengan hukum keluarga (Al-

Ahwal Asy-Syakhsiyyah). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti: 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan 

pngetahuan baru bagi peneliti terkait tentang hak perempuan menikah 

tanpa wali dalam pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab  Ja’fari. 

Selain itu, penulis juga mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya 

melalui studi kepustakaan dalam rangka penelitian ini. 

b. Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai rujukan terkait permasalah wali 
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nikah. Karena dalam masyarakat banyak yang kurang mengerti 

bagaimana konsep wali  dalam syari’at dan Hukum Islam diindonesia, 

oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat membantu 

masyarakat untuk memahami permasalahan terkait dengan wali nikah. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan ini, 

serta menjaga agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang kurang bermakna, 

maka kiranya Penulis perlu memberi definisi istilah-istilah dalam judul skripsi 

ini : 

1. Hak 

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap 

orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus 

Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, 

milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena 

telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar 

atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. 
7
  

2. Perempuan 

perempuan sendiri secara etimologis dalam bukunya Zaitunah 

Subhan, Perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih 

lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. 

Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata 

wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang 

                                                 
7
https://id.wikipedia.org/wiki/hak di akses tanggal 9 September 2018, pukul 11.33. 

https://id.wikipedia.org/wiki/hak
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dinafsui atau merupakan objek nafsu. Jadi secara simbolik mengubah 

penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek menjadi 

subjek. 

3. Nikah 

Nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, zawaj. Dalam 

Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan an-nikah ( النكاح ( dan az-

zawaj atau az-zijah ( زواجال -الزواج -الزيجه  .( Secara harfiah, an-nikah berarti 

al- wath'u (الوطء ,( adh-dhammu ( الضم ( dan al-jam'u ( الجمع .( Alwath'u 

berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an ( وطأ -يطأ -وطأ ,( artinya 

berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, 

menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.
8
 

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 

Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa".
9
 

4. Wali 

Yang dimaksud Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
10

 

  

                                                 
8
 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: 

Pustaka Progressif 1997), 1461. 
9
 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2004), 203. 
10

Prof.Dr.Amir syarifuddin,Garis-Garis Besar fiqh,(prenada Media 2003), 91. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Dalam skripsi yang akan saya tulis saya menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Riset kualitatif bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam- penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun alasan 

penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena sumber 

bahan penelitiannya dilakukan dengan pengumpulan data-data dan bukan  

statistik angka. 

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah studi pustaka. Studi 

pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi 

lewat buku, kitab, majalah, Koran, dan literatur lainnya yang bertujuan 

untuk membentuk sebuah landasan teori.
11

 Adapun alasan penggunaan 

jenis pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini karena sumber bahan 

hukum utamanya berupa Kitab dan buku-buku yang menjelaskan tentang 

pandangan madzhab Syafi’i dan madzhab  Ja’fari terkait konsep wali 

nikah. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah 

metode dokumentasi yakni suatu cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan,baik 

                                                 
11

Arikunto.Pengertian Studi Pustaka. www.definisimenurutparaahli.com. Diaksespada tanggal 8 

Desember 2017. 
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itu berupa catatan transkip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.
12

 Dalam 

pengumpulan data ini saya mengumpulkan beberapa skripsi, tesis, jurnal 

dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber data primer : KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan buku-buku 

yang menjelaskan tentang pandangan madzhab Syafi’i dan madzhab 

Ja’fari  terkait konsep wali nikah.  

b. Sumber data sekunder : kitab,buku-buku terkait konsep wali, beberapa 

skripsi terkait konsep wali dan sumber data lainnya dari internet yang 

relevan dengan pembahasan yang akan di bahas. 

3. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman, antara lain yaitu :
13

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah 

dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang kita 

                                                 
12

Margono S, Pengertian Metode Dokumentasi, www.sarjanaku.com, diakses pada tanggal 15 

Desember 2017. 
13

Ahmad Mujib,3 Langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman, 

www.wikipendidikan.com, diakses pada tanggal 25 November 2017. 

http://www.sarjanaku.com/
http://www.wikipendidikan.com/
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dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data 

yang kita lakukan. 

b. Display Data 

Display data adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk 

pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian 

singkat, matrik, chart dan network, ketika pola-pola yang ditemukan 

oleh peneliti telah dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu 

menjadi pola baku yang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan 

akhir penelitian misalnya skripsi. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles dan 

Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif 

hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. 

Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi 

ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia 

lakukan terhadap data tersebut.Tiga langkah analisis data kualitatif 

model Miles dan Huberman di atas menjadi pedoman penulis dalam 

melakukan analisis data kualitatif. 

4. Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji 

validitas data.Validitas merupakan derajat ketepatan data antara yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 
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peneliti.
14

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu.
15

 

a. Tahap-Tahap Penelitian  

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada 

penulisan laporan. 

Tahap awal dari penelitian ini adalah dengan mengajukan judul 

ke fakultas Syari’ah IAIN Jember, adapun judul yang diajukan adalah 

“Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Madzhab 

Syafi’i Dan Madzhab  Ja’fari.” 

Tahap kedua adalah proses penyusunan proposal penelitian 

yang diawali dengan studi pendahuluan terhadap objek yang diteliti, 

yaitu tentang Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan 

Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Ja’fari yang diambil dari literatur-

literatur yang relevan. 

Tahap ketiga adalah tahap penelitian yang sebenarnya 

.Kegiatan penelitian ini sepenuhnya menggunakan teknik dokumentasi 

yakni pengumpulan datanya melalui kepustakaan, mengingat 

                                                 
14

https://afidburhanuddin.wordpress.com, diakses pada tanggal 15 November 2017. 
15

Moloeng, Pengertian Teknik Triangulasi, http://dunia-penelitian.blogspot.co.id, diakses pada 

tanggal 15 November 2017. 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/
http://dunia-penelitian.blogspot.co.id/
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penelitian ini adalah berbasis library research.Setelah terkumpul maka 

kemudian semua datanya diuji kredibilitasnya dan dianalisa. 

Tahap keempat ini merupakan tahap terakhir, yaitu penulisan 

laporan atau penulisan hasil penelitian.Setelah data-data sudah 

terkumpul dengan beberapa tahapan, maka selanjutnya data yang ada 

tersebut disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini 

agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan 

tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang 

menyangkut antara lain:  Latar Belakang Masalah , Fokus Kajian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II : Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang Kajian Pustaka 

yang menyangkut antara lain: Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori terkait 

konsep wali nikah dan Biografi Imam Syafi’i dan Imam Ja’far. 

BAB III : Dalam bab ketiga ini akan dipaparkan tentang pembahasan-

pembahasan dengan kajian yang mendalam terkait dengan konsep Wali nikah, 

pandangan KHI tentang wali , pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ja’far 

terkait konsep Wali nikah, dan konsekuensi menikah tanpa Wali dalam 

Hukum Islam di Indonesia. 
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BAB IV : Dalam bab keempat ini menjelaskan tentang analisis status 

wali dalam pernikahan antara madzhab Syafi’i dan Madzhab Ja’fari. 

BAB V : Dalam bab kelima ini menjelaskan tentang penutup yang 

menyangkut antara lain: Kesimpulan dan Saran. 

Daftar Pustaka : Dalam pembahasan ini penulis mencatat sumber-

sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, 

mulai dari Buku, Jurnal, Internet dan Perundang-Undangan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Achmad Hadi Sayuti,2011,”Wali Nikah dalam perspektif dua  madzhab 

dan Hukum positif”skripsi mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 

skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat terkait status Wali 

dalam perkawinan menurut imam Syafi’i dan Hanafi, yang kemudian 

dikorelasikan dengan hukum positif yang berlaku diindonesia. Skripsi ini 

mempunyai kesimpulan bahwa antara imam Syafi’i dan Hanafi 

mempunyai alasan tersendiri dan sebagai warga negara indonesia 

seharusnya mengikuti aturan dalam KHI yang mana lebih condong pada 

Imam Syafi’i.
16

 

Penelitian Achmad Hadi Sayutiini  fokus dalam pembahasan wali 

nikah pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dan juga hukum positif.  

Persamaannya dengan skripsi saya berada dalam pendapat Imam Syafi’i 

mengenai wali, dan perbedaan dengan skripsi saya adalah berada dalam 

pandangan Imamnya, skripsi yang akan saya tulis adalah hak perempuan 

menikah tanpa Wali pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab  Ja’fari ( 

studi komperasi istinbath hukum Imam Syafi’i dan Imam Ja’far dan 

konsekuensinya terhadap KHI). 

                                                 
16

Achmad Hadi Sayuti, ‚Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazdhab dan Hukum Positif ‛ (Skripsi-

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).  
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2. Ahmad Khadik Sa’roni,2014,”Minakah Tanpa Wali (Talaah pemikiran Siti 

Musdah Mulia)” Skripsi mahasiswa Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN 

Kali Jaga,Skripsi ini mengkaji pendapat Siti Musdah Mulia tidak 

diharuskan wali dalam sebuah pernikahan. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwasanya Siti Musdah Mulia ini pada dasarnya merujuk 

pada pendapat Imam Hanfi tentang tidak diwajibkannya wali bagi 

perempuan yang telah dewasa.
17

 

Skripsi Ahmad Khandik Sa’roni ini hanya fokus dalam pandangan 

Siti Musdah Mulia yang menjelaskan tidak diwajibkannya wali bagi 

perempuan.sedangkan skripsi yang saya akan tulis lebih kepada 

komperasin istinbat hukumnya yaitu pendapat madzhab Syafi’i dan 

madzhab  Ja’fari dan juga konsekuensi dalam  hukum diindonesia. 

3. Abdul Ghufran,2010,”Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang wali Nikah 

bagi janda di bawah umur”. Skripsi mahasiswa fakultas Syari’ah 

Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan pendapat Imam Syafi’i 

terkait wajib tidaknya wali bagi janda yang masih dibawah umur. 

Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa masih tetap diperlukan 

adanya wali bagi janda yang masih dibawah umur,karena menurut penulis 

hal itu masih relevan dengan realitas kehidupan masa kini,dan tentunya 

berdasar pada hadist Nabi yang berbunyi: tidak diperbolehkan nikah tanpa 

wali. 
18

 

                                                 
17

Ahmad Khadik Sa’roni, ‚Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)‛. (Skripsi--

UIN Sunan Kalijaga, 2014).  
18

 Abdul Ghufron, ‚Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah 

Umur‛ (Skripsi-- IAIN Walisongo Semarang, 2010).   
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Skripsi Abdul Ghufran ini lebih fokus kepada analisis Imam 

Syafi’i dan pembahasan wali nikahnya hanya kepada perempuan janda 

dibawah umur,sedangkan skripsi yang saya akan tulis lebih kepadan wali 

perempuanya bukan hanya pembahasan wali bagi seorang janda, 

perbedaan skripsi yang saya akan tulis ini juga dalam pandangannya yaitu 

pandangan madzhab  Syafi’i dan madzhab  Ja’fari dan kaitannya dengan 

KHI. 

4. Nur Rohman 2005, “Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang 

Dibolehkannya Perempuan Menikah Tanpa Wali” mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: dalam skripsi tersebut 

penulis mengambil kesimpulan bahwa, Asghar Ali Engineer berpendapat 

bahwa seorang wanita bebas untuk menikah sendiri tanpa wali, jika dia 

menghendaki. Jadi menurut Engineer seorang perempuan nikah tan 

pawali, nikahnya adalah sah (diperbolehkan).Menurut Engineer memang 

seorang wanita mempunyai hak untuk menerima perjanjian nikah ataupun 

menolaknya.
19

 

Skripsi Nur Rahman persamaannya dengan skripsi saya adalah 

dalam pembahsan kedudukan wali, perbedaannya  pendapat Asghar Ali 

Engineer lebih fokus kepada dibolehkannya perempuan menikah tanpa 

wali saja, sedangkan skripsi yang saya akan membahas mengenai 

pandangan  dua Madzhab yaitu Madzhab Syafi’i dan Madzhab Ja’fari dan 

konsekuensinya terhadap KHI.   

                                                 
19

Nur Rohman,”Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Dibolehkannya Perempuan 

Menikah Tanpa Wali”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005). 
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B. Kajian Teori 

1. Konsep Wali Nikah. 

a. Pengertian Wali 

Yang dimaksud Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. 

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu laki-laki yang dilakukan 

oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang 

dilakukan oleh walinya. 

Perwalian dalam terminologi para  Fuqaha (pakar hukum 

islam) seperti diformulasikan Wahbah Al Zuhayli ialah “kemampuan 

untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin 

seseorang.
20

Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang 

dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena 

kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap  dan atas nama 

orang lain.
21

 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti 

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini 

adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua 

perempuan, yang dewasa atau masih kecil,masih perawan atau sudah 

janda. 

Memang tidak ada satu ayat al-qur’an pun yang secara jelas 

menghendaki keberadaan wali dalam akad nikah.yang ada hanya ayat-

                                                 
20

 Wahbah Az Zuhayli,Fiqih Islam,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.  
21

 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 69. 
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ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam 

surat Al-baqarah ayat 221: 

                      

     ....  

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuan dengan 

laki-laki musrik. Sesungguhnya hamba sahaya,mukmin lebih 

baik dari laki-laki musrik walaupun dia menarik bagi kamu”. 

 

Tentulah ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak 

mengawinkan anak perempuaannya dalam dengan laki-laki musyrik. 

Dalam hal ini berarti yang mengawinkan adalah Wali. 

Namun disamping itu terdapat pula ayat al-quran yang 

memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti 

memakai wali, sebagai mana terdapat dalam surat al-baqarah ayat 232: 

                      .. 

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu dan habis masa iddahnya 

maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin 

dengan bakal suami mereka” 

 

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini 

bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya wali dua 

isyarat kemungkinan pemahaman yeng berbeda tersebut di atas 

berbeda paham ulama dalam menetapkan kemestian adanya wali untuk 

masing-masing  4 kemungkinan perempuan tersebut.
22

 

Beberapa pendapat mengenai persyaratan Wali untuk sahnya 

akad nikah yaitu: 

                                                 
22

Prof.Dr.Amir syarifuddin,Garis-Garis Besar fiqh, (prenada Media 2003), 91. 
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1) Imam Malik berpendapat bahwa nikah tidak boleh dilakukan 

kecuali ada wali dan wali merupakan syarat sahnya nikah, menurut 

riwayat Ashab. Demikian juga pendapat Imam Syafi’i. 

2) Dawud membedakan antara wanita perawan dan janda dengan 

mengatakan, untuk wanita perawan disyaratkan Abu 

Hanifah,Ja’far,Asy Sya’bi, dan Az zuhri berpendapat bahwa 

apabila seorang wanita melangsungkan akan nikah tanpa wali, 

tetapi sekhufu’ ( setara) dengan laki-lakinya, maka itu dibolehkan. 

3) Adanya wali,sedangkan untuk janda tidak disyaratkannya. 

4) Menurut riwayat Ibnul Qasim dari Malik, Adanya wali ( dalam 

akad nikah ) adalah sunnah bukan wajib karena diriwayatkan 

darinya bahwa dia pernah menyetujui pembagian warisan antara 

suami istri tanpa wali. Adapun wanita yang tidak terhormat boleh 

mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkannya ( 

mengangkatnya sebagai wali ).Akan tetapi, dia memandang baik 

terhadap wanita janda yang mengajukan seorang wali untuk 

menikahkannya, sehingga seakan-akan wali itu menurutnya 

merupakan salah satu syarat kesempurnaan akad nikah, bukan 

termasuk syarat sahnya menikah.
23

 

b. Macam-Macam Wali 

Menurut ajaran patrilinial, hanya pengantin perempuan saja 

yang memerlukan wali nikah.Wali nikah itu selalu laki laki orangnya. 

                                                 
23

Ibnu Rusydi,Kitab terjemahan Bidaytul mujtahid wa nihayatul muqtasid,(Trigenda Karya 1996 ), 

61 
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Wali nikah inipun menurut ajaran hukum perkawinan patrilinial terdiri 

pula atas bermacam macam: 

1) Wali Nasab 

Menurut ajaran patrilineal,nasab juga di artikan keluarga 

dalam hubungan garis keturunan patrilinial atau hubungan darah 

patrilinial.Wali nasab artinya anggota keluarga laki laki bagi calon 

pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal 

dengan calon anggota pengantin itu.Wali nasab berhak memaksa 

menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan 

mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini disebut dengan wali 

mujbir. 

2) Wali Hakim 

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang 

berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau 

petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan 

untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan halangan dari wali 

nasab atas suatu perkawinan,maka seseorang calon pengantin 

perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik 

melalui pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur 

yang dapat ditempuh.
24

 

                                                 
24

 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 66. 
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Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa jika 

dilihat dari seginya, wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi 

dua, yaitu: wali mujbir dan wali ghoiru mujbir; 

ي و  ال   م  س  ق  ن   ي    ي و   ي   م  س  لق   ا  ل  ا   ل   ه  ن  ذ  ا   ن  و  د  ب   ة  ي  ل  لو  ا   ه  ي  ل  ع   ه  ل   ن  م   ض  ع  ب    ج  ي  و  ز  ت    قي ح   ه  ل   ب ر م    ل 
ي و  و   اه  ض  ر  و    ن  ذ  ا   ن  و  ذ  ب   ج  و  ز  ي    ن  ا   ه  ل   حي ص  ي  ل   ن  ك  ل  و   ه  ن  م   د  ب  ل   ل  ب   ك  ال  ذ   ه  ل   س  ي  ل   ب ر م    ر  ي   غ   ل 
    ه  اض  ر  و   ة  ي  ل  و  ال   ه  ي  ل  ع   ه  ل   ن  م  

Artinya : “Wali dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir yang baginya 

berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam 

perwaliannya meski tanpa seizin dan seridho orang yang 

diwakilkannya; kedua yaitu wali ghoiru mujbir, baginya 

tidak ada hak di dalam wali mujbir melainkan 

sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan 

dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan 

ridhonya”. 
 

Dalam KHI wali nikah terdiri dari: 

a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok 

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan 

calon mempelai wanita. 

b) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 

wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempet tinggalnya atau gaib atau adlal atau 

enggan,
25

 

c. Syarat-syarat Wali 

Para ulama mazhab sepakat bahwa orang-orang yang telah 

mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuni kriteria yang 

telah disepakati oleh para fuqoha. Mengenai masalah syarat syahnya 

                                                 
25

 Tim Redaksi Nuansa Aulia,Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7-8. 
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wali, kompilasi hukum islam (KHI) telah mengatur dalam Pasal 20 

ayat 1 tentang perwalian yaitu: 

“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”. 

Karena begitu seriusnya permasalah wali dalam suatu akad 

pernikahan para fuqoha memberikan syarat bagi para wali nikah 

karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas syah atau 

tidaknya suatu akad pernikahan.  

Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, 

tetapi harus memenuhi syarat-syarat: 

1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang 

gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupkan syarat umum bagi 

seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari 

hadis Nabi yang berbunyi: 

 ن  ع   و   غ  ل  ب    ي   تّ  ح   ب   الص   ن  ع   و   ظ  ق  ي  ت   س   ي  تّ  ح   م  ائ  الن   ن  ع   ثة  ل   ث   ن  ع   م  ل  ق  ال   ع  ف  ر  
  ق  ي  ف   ي  تّ  ح   ن  و  ن   ج  م  ال  

Artinya: ‘’Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) 

seseorang yang tidur sampai dia bangun, seseorang yang 

masih kecil sampai dia dewasa dan orang gila sampai dia 

sehat”. 

 

2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. 

3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali 

untuk muslim,hal ini berdalil dari firman Allah SWT dalam surat 

Ali imran ayat 28: 
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                   

           .... 

Artinya:“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir 

menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. 

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 

pertolongan Allah” 

 

4) Orang merdeka. 

5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. 

6) Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya  tidak boleh 

menjadi wali, karna dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 

maslahat dalam perkawinan. 

7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak 

sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah 

atau sopan santun. Keharusan wali itu adil berdasarkan kepada 

sabda Nabi dalam hadist dari Aisyah menurut riwayat Daraqathni: 

ي و   ب  ل  ا   اح  ك  ن  ل    لر د  ع   ي  د  اه  ش  و   ل 
Artinya: “tidak sah nikah kecuali ada Wali dan dua orang saksi 

yang adil”. 

 

8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
26

hal ini 

berdasarkan kepada hadist Nabi dari Usman menurut riwayat 

Muslim yang mengatakan: 

  ح  ك  ن  ي   ل  و   م  ر  ح  م  ال   ح  ك  ن  ي   ل  
Atinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan 

seseorang dan tidak pula dinikahkan oleh seseorang”. 

 

                                                 
26

Prof.Dr.Amir syarifuddin,Garis-Garis Besar fiqh,(prenada Media 2003), 93. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

24 

 

Dalam mazhab selain imamiyah wali tidak disyaratkan adil. 

Jadi seseorang yang durhaka tidak kehilnangan hak perwaliannya 

dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaanya melampaui batas-

batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak 

menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi 

wali menjadi hilang.
27

 

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada : 

a) Calon suami 

b) Calon istri 

c)  Wali nikah 

d) Dua saksi 

e) Ijab dan Qobul
28

 

d. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan 

Pada madzhab Syafi’i’kedudukan wali dalam perkawinan 

dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk 

sahnya nikah.Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. 

Adapun alasan alasan tentang diwajibkan adanya wali dalam suatu 

pernikahan adalah: 

 ع  ق  ي    اح  ك  ن   لي ك  ف   احر ك   ن  ف   ل   و  ال   د  و  ج  و   ة  ر  و  ر  ى ض  ل  ع   ة  ل  اب  ن  ل   او   ة  ي  ع  اف  الش   و   ة  ي  ك  ل  م  ال   ق  ف  ت   ا  
  س  ي  ل   ف   لً اط  ب   ع  ق  ي    ه  ا ب  ن  م   ب  و  ن   ي    ن  م   و   ا  ل  او  ال   ن  و  د  ب  

 ن  م   الر ا ب   ه  ت  ج  و  ز  د  ق  ع   ر  ش  ا  ب  ت    ة  ا  ر  م  ل  ل 

                                                 
27

 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Bandung:PT Alma'arif,1981), Jilid ke-2,  7.   
28

 Kompilasi Hukum Islam,. (Bandung: Citra Umbara 2007 ).  
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 ح  ل  ص   ي  ل  ا   ةً ب  ي  ش   ت  ان  ا ك  ه  ن    ا  ل  ا   ةً ن  و  ن   م    و  ا   ةً ل  اق  ع   ةً ر  ي   غ  ص   و  ا   ةً ر  ي   ب  ك    ت  ان  ك    اءر و  س   ال  و  ح  ال  
 اه  ض  ر  ا و  ن   ذ  ا   ن  و  د  ا ب  ه  اج  و  ز  

Artinya:“Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi’iyah,dan Hanabilah atas 

pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap 

nikah yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti 

atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dari itu, tidak 

ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau 

melangsungkan akad nikahnya, baik gadis yang telah dewasa, kecil, 

berakal maupun majnunah, kecuali ia telah dewasa dan menjadi 

janda, maka disini seorang wali dianggap kurang baik bila dengan 

kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang janda 

tersebut dan atas ridhonya”
29

. 

 

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam madzhab 

Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, 

berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya 

yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula 

mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakilkan kepada 

orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang 

majnunah tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah 

rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, qabul, dan perpautan antara 

keduanya (ijab dan qabul). 

Jadi dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan 

anaknya, maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan 

tersebut menikah dengan lelaki yang tidak se-kufu.Hal yang senada 

juga dikatakan oleh Abu Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat 

bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan oleh walinya. 

Tetapi jika ia menikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, lalu 

                                                 
29

 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh “ala Al-Madzhabil Arba‟ah, Juz IV, (Beirut, Darl 

Al-Ktub Al- Alamiyah,t.th), 05-51. 
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keduanya mengadukan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun 

menetapkan sah pernikahan itu, maka tidak boleh hakim itu 

membatalkan.
30

 

Dalam hal ini Allah Swt berfirman: 

                   

Artinya: “maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka 

berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. (Qs. Al-

Baqarah: 234) 

 

Dengan ayat tersebut menjadi dalil tentang kebolehan seorang 

perempuan bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Oleh karena 

itu, pandangan golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang 

sangat rasional, karena wali hanya diperlukan bagi anak perempuan 

yang masih kecil atau bagi mereka yang telah dewasa, namun secara 

hukum tidak dapat dianggap mampu untuk berbuat hukum (karena 

kurang akal atau gila) atau dengan istilah lain, mereka yang telah 

dewasa berhak menikahkan dirinya dengan syarat orang yang dinikahi 

se-kufu. 

Dalam hal ini wali pun masih berhak membatalkan 

akadnya.Demikian pula madzhab Hanabilah, adanya wali menjadi 

syarat sah nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah 

sebagaimana dijelaskan dalam fiqh madzhab arba‟ahyaitu: 

ي الو   ث  ال  الث   ط  و  ر  الشي  طر و  ر  ش   ة  ع  ب   ر  ا   اح  ك  لن  ل   ة  ل  ا ب  ن  ل   ا         ال 
     

                                                 
30

 Hasby Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam;Tinjaun Antar Mazdhab, (Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2001), 222. 
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Artinya “golongan Hanabilah Berpendapat: untuk dijadikan sahnya 

nikah terdapat empat syarat: syarat yang ketiga yaitu 

adanya wali”
31

. 

 

Dalam fiqh lima madzhab menyebutkan bahwa mayoritas 

ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baliq dan berakal 

sehat, disebabkan oleh kebaliqhan dan kematangannya itu, berhak 

bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk 

juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun 

janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun 

tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan 

maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial 

tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi 

kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang 

sama persis kaum lelaki
32

.  

2. Biografi Imam Syafi’i 

a) Biografi Singkat 

Imam as-Syafi’i sebagai pendiri madzhab Syafi’i merupakan 

salah satu tokoh hukum Islam yang amat terkenal. Nama lengkapnya 

adalah Muhammad bin Idris as-Syafi’i al-Quraisy. Dilahirkan di desa 

Gazah palestina pada tahun 150 H / 767 M, dan wafat di mesir pada 

tahun 204 H / 819 M. Silsilah beliau dengan Nabi Muhammad bertemu 

pada datuk mereka, Abd al-Manaf. Jelasnya adalah Muhammad bin 

Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi’ bin Syu’aib bin Ubaid bin Ali 

                                                 
31

 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh „ala Al-Madzhabil Arba’ah, Juz IV, (Beirut, Darl 

Al-Ktub Al- Alamiyah,t.th), 05-02- . 
32

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab,(jakarta: Lentera, 2013), 346. 
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Yazid bin Hasyim bin Muttalib bin Abd al-Manaf datuk Nabi 

Muhammad SAW.
33

 

Ibu Imam Syafi’i bernama Sayyidah Fatimah putri Abdullah, 

putra Hasan, putra Husen, putra Ali bin Abu Thalib karram Allahu 

wajhah. Dikatakan ketikah Sayyidah Fatimah hamil, dia bermimpi 

seakan-akan bintang Musytari keluar dari perutnya dan terbang ke 

angkasa. Kepingan dari bintang jatuh dan setiap kali jatuh mengenai 

suatu negeri. Bintang itu menyinari negeri itu, lalu sayyidah Fatimah 

terbangun dengan perasaan terkejut dari tidurnya. Pada pagi hari dia 

menceritakan mimpinya kepada penafsir mimpi. Mereka 

meberitahukan kepadanya bahwa dia akan melahirkan sebuah anak 

yang ilmunya akan memenuhi jagat raya ini. 

Tatkala dia melahirkan anak itu pada bulan rajab dari tahun 

yang telah disebutkan ( tahun 150 H), maka dia memberi nama 

(Muhammad). Setelah beberapa hari dari kelahirannya terdengar berita 

dari Baghdad ke Ghazzah bahwa abu Hanifah an-Nu’man telah 

meninggal, dan mereka menguburkannya (di Roshafah), sebelah timur 

Bagdad. Tatkala keluarga Syafi’i meneliti lebih seksama, maka 

jelaslah bagi mereka bahwa wafatnya abu Hanifah bersamaan dengan 

hari kelahiran anak Sayyidah Fatimah itu, yaitu Muhammad. Maka 

mereka menetapkan kejadian ini sebagai momen bersejarah bagi 

                                                 
33

 Abd ar-Raḥim al-Asnawi Ijmal ad-Din, Ṭabaqat asy- Syafi’iyyah, (Beirut : Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1987), 18. 
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kelahiran Muhammad. Kejadian itu menunjukkan bahwa Muhammad 

akan mengikuti ilmu Abu Hanifah. 

Tatkala Imam Syafi’i sudah besar dan mencapai umur dua 

tahun, ibunya punya anggapan bahwa apabila beliau tinggal di 

Ghazzah maka nasab yang dari bangsa Quraisy akan hilang. Maka ibu 

beliau membawanya ke Mekkah Mukarramah. Mereka tinggal 

disekitar tanah haram yang bernama Syu’ab al-Khaif. Beliau tumbuh 

dalam keadaan yatim dan fakir, dan kerabat beliau dari Quraisy yang 

menghiburnya. Beliau hafa al-Qur’an pada usia sembilan tahun. Beliau 

mencintai puisi dan bahasa. Karena itu beliau pergi ke Badiyah untuk 

belajar puisi dan bahasa. Kemudian beliau mendalami ilmu agama, 

duduk bersama para ahli ilmu, Allah lalu membukakan ilmu 

kepadanya yang belum pernah dibukakan untuk selain dia. Sampai 

beliau berfatwa pada umur 15 tahun. 

Guru Imam Syafi’i yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji melihat 

bahwa Imam Syafi’i memiliki ilmu yang tak terbatas, maka dia 

membolehkan Imam Syafi’i untuk berfatwa dalam Masjid al-Haram. 

Muslim bin Khalid mengetahui bahwa Imam Syafi’i masih berusia 15 

tahun namun sudah duduk dikursi untuk mengajarkan ilmu pada 

manusia. Beliau berfatwa dalam masalah agama dan berkata: “ Semua 

ilmu dapat melalaikan, kecuali al-Qur’an, hadis dan fiqih serta ilmu 

agama lainnya”.
34
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  Ali fikri, kisah-kisah para Imam madzhab, (Mitra Pustaka 2003), 76. 
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Sebagai seorang ilmuwan yang multi disipliner, Imam as-

Syafi’i memiliki karya ilmiah yang sangat banyak. Menurut riwayat 

Imam Abu Muhammad al-Ḥasan bin Muhammad al Marwaziy seperti 

yang dikutip an-Nawawi bahwa karya ilmiah Imam as-Syafi’i 

mencapai 113 kitab tentang tafsir, fiqih, kesusastraan arab dan 

lainnya.Metode Imam as-Syafi’i dalam mengarang buku itu ada yang 

langsung ditulis sendiri atau pun dengan cara mendiktekan kepada 

murid-muridnya. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan 

Imam as-Syafi’i mulai menulis pendapat-pendapat dan pemikirannya. 

Apakah ketika beliau berada di Mekah atau ketika berada di Bagdad. 

Menurut riwayat yang masyhur, beliau mulai menulis karyanya ketika 

di Mekah sebelum datang ke Iraq untuk yang kedua kalinya. Karya-

karya beliau terkenal dengan materi yang luas dan analisa yang dalam 

khususnya ar-Risalah dan al-Umm.  

b) Karya-karya Imam Syafi’i   

Pertama, Ar-Risalah. Kitab ini merupakan kitab pertama kali 

yang ditulis ulama dalam bidang usul fiqih. Kitab ini disusun dua kali, 

pertama ketika beliau berada di Bagdad yang kemudian dikenal 

dengan ar-Risalah al-Qadimah, yang kedua ketika beliau berada di 

Mesir yang dikenal dengan ar-Risalah al-Jadidah. Namun yang sampai 

kepada kita sekarang adalah ar-Risalah yang kedua. 
35
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Kedua, Kitab al-Hujjah. Kitab ini termasuk dalam qaul qadim 

dalam bidang fiqih dan furu’, karena disusun ketika Imam as-Syafi’i 

berada di Bagdad. Isi kitab ini secara umum ditujukan untuk 

menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh ulama Iraq khususnya 

pendapat Muhammad bin al-Hasan. 

Ketiga, Al-Musnad. Musnad as-Syafi’i merupakan kitab yang 

berisi riwayat hadis-hadis as-Syafi’i. Sistematika penyusunan dan 

pembahasan kitab ini mengikuti sistematika kitab-kitab fiqih yakni 

secara berurutan, diawali dengan masalah ibadah, kemudian 

munakahah, kemudian masalah jihad, kemudian masalah qaḍa’ dan 

jinayah. Kitab ini termasuk kitab yang diperhatikan ulama hadiṡ pada 

abad kedua Hijriah dan merupakan kitab hadis pertama yang sampai 

kepada kita yang menggunakan “mi’yar” ilmu hadis. 

Keempat, Kitab al-Umm. Kitab al-Umm merupakan kitab yang 

berisi masalah-masalah fiqih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok 

pikiran Imam as-Syafi’i yang terdapat dalam kitab ar-Risalah. Kitab al-

Umm ini diriwayatkan oleh ar-Rabi’ bin Sulaiman al Muradi.
36

 

c) Guru dan Murid Imam Syafi’i 

Guru Imam Syafi’i : 

1) Abu Khalid Muslim ibn Khalid Al-Zanji Al-Makki Al-Qurasyi Al-

Makhzumi. 

2) Daud ibn Abd Al-Rahman Al-Aththar. 
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3) Malik ibn Anas.
37

 

Murid Imam Syafi’i: 

1).  Imam Muzani 

2). Rabi’ Al-Mawardi 

3). Yusuf bin Yahya al-Buwaiti
38

 

3. Biografi Imam Ja’far 

a) Biografi Singkat 

Ja’far ash-Shadiq putra Muhammad Al-Baqir putra Ali Zainal 

Abidin putra Husen putra Ali bin Abi Thalib. Dan ibunya Ummu 

Farwah putri Qosim putra Ahmad putra Abu Bakar ash-Shidiq. Ja’far 

dilahirkan di Madinah pada tahun 80 H.Ada yang mengatakan pada 

tahun 83 H, tetapi yang benar adalah yang pertama.Nama kunyahnya 

adalah Abu Abdillah dan ada yang menyebutnya Abu Ismail, Ia 

memiliki tiga julukan, yaitu: ash-Shidiq, al-Fadhil, dan ath-thahir. 

Dan yang paling dikenal adalah as-Shidiq. 

Ja’far ash-Shadiq wafat pada bulan Syawal tahun 148 H pada 

usia 68 tahun. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal 

karena diracun, yaitu pada masa kekuasaan al-Mansur. Beliau 

dimakamkan di Baqi’ tempat pemakaman ayahnya, kakeknya dan 

paman kakeknya. 

                                                 
37

 Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas 

Madzhab, Doktrin dan Kontribusi I, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 
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Ja’far memiliki 7 anak, ada yang mengatakan lebih dari itu. 6 

orang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka adalah Ismail, 

Muhammad, Ali, Abdillah, Ishak, Musa al-Kazhim dan seorang 

perempuan yang bernama Farwah. 

Imam Ja’far adalah seorang yang pandai dan cerdik, 

sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa ulama dan tokoh seperti 

Yahya bin Sa’id,Ibnu Jarikh,Malik bin Anas, al-Tsaury, Ibnu Uyainah, 

Abu Hanifah dan lain-lain. Ibnu Abi Hazim berkata:” pada suatu hari 

aku bersama Ja’far ash-Shidiq. Tiba-tiba Sufyan al-Tsauri sudah 

berada di pintu. Lalu ia berkata: biarkan ia masuk. Maka dia masuk. 

Ja’far as-Shadiq selanjutnya berkata: “ wahai Sufyan, sesungguhnya 

engkau adalah orang yang sering dibutuhkan oleh raja dan engkau 

menghadirinya. Sedangkan aku orang yang menjauhi raja, maka 

keluarlah dariku tanpa pengusiran”. Sufyan berkata: “ Aku 

mendengar sebuah hadis darimu dan aku laksanakan.  

Maka dia berkata: “Ayah telah bicara padaku dari kakek, dari 

ayahnya, dari Rasulullah saw, Dia berkata:” Orang yang diberi 

nikmat oleh Allah, Hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Orang 

yang sulit rezekinya hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan orang 

yang disusahkan oleh sebuah perkara, maka bacalah la haula wala 

quwwata illa billah”. Dan ketika Sufyan berdiri , Ja’far al-Shadiq 

berkata: “ Ambillah ketiganya atau salah satu dari ketiganya!”.
39
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Ibnu Qutaibah mengatakan dalam kitab Adabul Katib: bahwa 

kitab Al-Jufri ditulis oleh Imam Ja’far al-Shadiq bin Muhammad Al-

Baqir. Kitab tersebut memuat beberapa ilmu yang dibutuhkan sampai 

hari kiamat. Dan untuk itu Abu Al-‘Ala Al-Mu’ri mengatakan tentang 

kitab Al-Jufri: “ Sesungguh mencengangkan ahli bait ketika keilmuan 

mereka berada di kulit Jufri. Dan seorang ahli nujum yang 

mengecilkan sesuatu dan melihat setiap bangunan dari sebuah 

lubang”. ( al-Jufri adalah anak dari Al-Mu’iz. Belum genap empat 

bulan dia sudah dipisah dari ibunya). 

Disebutkan dalam kitab “ al-Fushulal Muhimmah: sebagian 

ulama menyatakan bahwa kitab al-Jufri yang sampai kedaerah barat 

dan diwarisi oleh Bani Abdul Mukmin bin Ali dari perkataan Ja’far 

ash-Shadiq. Kitab ini telah mengangkat derajat beliau pada suatu 

tingkatan yang terhormat.
40

 

b) Murid Imam Ja’far 

1) Imam Abu Hanifah 

2) Imam Malik 

3) Sufyan al-Tsauri 

4) Sufyan Uyainah 

5) Wasil ibn Atha 

6) Jabir ibn Hayyan.
41

 

                                                 
40

 Ibid., 298. 
41

 Ahmad Tholabi Kharlie, Ahkam jurnal syariah,( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2017) 117 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

35 

 

BAB III 

PANDANGAN MAZDHAB SYAFI’I,  MADZHAB JA’FARI DAN KHI 

TENTANG MENIKAH TANPA WALI 

 

A. Pandangan Madzhab Syafi’i  Dan Madzhab Ja’fari Tentang Menikah 

Tanpa Wali 

1. Pengertian Wali Menurut Imam Syafi’i 

Menurut madzhab Syafi’i seseorang perempuan yang ingin 

melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam 

mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus 

dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Syafi’i menganggap batal, dalam 

suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan 

baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun 

tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang 

lain.
42

 

Pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki, oleh karena itu jika 

seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah maka 

pernikahannya tidak sah. Wali boleh menikahkan anaknya yang masih 

gadis tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari gadis trsebut, baik 

gadis itu sudah dewasa maupun masih kecil.
43
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Dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi’i dalam hal Perwalian 

adalah sebagai berikut : 

                         

            

Artinya: Apila kamu menceraikan istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 

mantan suaminya(Qs. Al-baqarah(2):232). 

 

Dan juga hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu 

Daud dan yang lainnya, sebagai berikut: 

 ل  اط  ا ب  ه  اه  ك  ن  ا ف  ه  ي   ل  و   ن  ذ  ا   ي   غ  ب   ت  ح  ك  ن   ة  ا  ر  م  ا ا  يُّ  ا  
“Siapa saja diantara wanita yang menikah tanpa ada wali  maka 

nikahnya batal”.
44

 
 

 

Dan juga diambil dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayutul 

Muqtashtd: 

 

ِ  ف   ة  ح   الِّ  ف   ط  ر  ا ش  ه  ن   ا   و  ل  و   ب  ل  ا   اح  ك  الن   ن  و  ك  ي  ل   ه  ن   ا  ل  ا   ك  ال  م   ب  ه  ذ  ف    ة  ي  و   
  يُ ع  اف  الش   ال  ق   ه  ب  و   ه  ن  ع   ب  ه  ش  ا  

Artinya: “Imam Malik berpendapat bahwa nikah tidak boleh dilakukan 

kecuali ada wali dan wali merupakamn syarat sahnya nikah, 

menurut riwayat Ashab. Demikian juga pendapat Imam Syafi’i.
45

 

 

Dalam kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu 

Rusyd menerangkan: ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi 

syarat sahnya nikah sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, 

Maliki berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi 

syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-

                                                 
44

 Rif’at Fausi Abdul Muthallib, Ringkasan Kitab Al umm.(Pustaka Azam) 471 
45

 Ibnu Rusydi,Kitab terjemahan Bidaytul mujtahid wa nihayatul muqtasid,(Trigenda Karya 1996). 
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Syafi’i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah,Zufar, asy-Sya’bi, dan 

Azzuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad 

nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding maka nikahnya itu 

boleh.
46

 

Berdasarkan riwayat diatas Imam Syafi’i berpendapat jika wanita 

yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk 

menggawinkan dirinya ada pada walinya. Akan tetapi jika ia janda maka 

hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda 

itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itupun tidak boleh 

mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad 

adalah haknya wali, akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak 

berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan 

persetujuannya.
47

 

Imam Syafi’i membedakan perwalian atas perawan dan janda 

sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah (2):232, beliau tidak 

mengetahui ada ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang tidak ada hak 

bagi seorangpun di antara wali untuk menikahkan seorang wanita baik 

perawan maupun janda kecuali atas restu darinya, apabila mereka tidak 

mampu membedakan antara gadis dan janda yang sama-sama dewasa, 

maka tidak boleh melakukan apapun kecuali apa yang saya sifatkan 
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 Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusy, Al –Faqih,Bidayah al-

Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Beirut: Da al-Jiil, Juz 2, 1409 H/1989 M),  6. 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, 

terj Masykur A.B Dkk, (Jakarta: Leentera Basamitra 1993), 342. 
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tentang perbedaan antara gadis dan janda sehubungan dengan bapak yang 

menjadi wali dan bapak yang tidak menjadi wali.  

Apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam 

pernikahan yang sah maupun tidak sah,atau dizinai, baik wanita itu udah 

baligh atau masih kecil, maka hukumnya sama dengan janda, tidak boleh 

bagi bapak menikahkannya tanpa izin darinya.
48

 

a. Syarat- sayarat Wali Menurut Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang yang dapat 

menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai 

berikut:
49

 

1) Islam 

Orang kafir atau orang non muslim tidak boleh menikahkan 

seorang wanita muslim, karena tidak memiliki al -Wilayah 

(kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam. Firman Allah SWT: 

                   

Artinya : Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. “ 

                  

2) Adil   

Maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, 

tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan 

perbuatan yang menjatuhkan martabat seperti kencing dijalan-jalan 

raya, berjalan seenaknya dengan tidak sopan, dan sebagainya. 

                                                 
48
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Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengkawinkan 

perempuan yang beriman, bahkan hakmenjadi wali dapat 

berpindah kepada wali yang lainya jika seseorang yang lain itu 

orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yabg dapat 

merusak kesaksian. Oleh karena itu orang-orang fasik dilarang 

menjadi wali dalam perkawinan.  

3) Baligh  

Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa 

mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak bolehnya 

anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik. 

4) Berakal 

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa 

mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu 

orang gila tidak bias menjadi wali karena itu lebih utama. 

5) Tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan 

Seseorang yang tidak terlaalu jelas pandangannya 

disebabkan karena faktor usia yang sudah tua atau cacat akal tidak 

boleh menjadi wali karena tidak mampu memilih pasangan yang 

sekupu. Jika wali sakit atau pingsan disebabkan sakit, perlu 

menunggu karena pingsan yang dihadapi hanya sebentar, seperti 

tertidur. 
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6) Wali bukan orang yang dilarang oleh syara’ membelanjakan 

hartanya desebabkan syafiih 

Maksudnya orang yang dilarang oleh syarak 

membelanjakan hartanya disebabkan syafih ialah mereka yang 

membuang-buang hartanya. Maka mereka tidak boleh mengurus 

dirinya, tentu lebih baik lagi mereka tidak mengurus orang lain. 

7) Bukan orang yang sedang berihram 

Orang yang sedang berihram haji atau umroh tidak boleh 

menikahkan orang yang akan menikah seperti yang telah 

disebutkan dalam hsdist Nabi yang artinya : “ orang yang berihram 

(baik laki-laki atau perempuan) tidak boleh menikah, tidak boleh 

menikahkan (baik perempuan yang sedang ihram atau tidak).” 

8) Muhrim dari wanita yang bersangkutan 

Wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah dari 

ayah mempelai wanita. 

9) Merdeka 

Maksudnya ialah orang yang tidak terikat oleh suatu 

apapun dan bebas memilah apa yamg dikehendaki. 

10) Dengan suka rela 

Dalam melaksanakan tugasnya seorang wali menikahkan 

dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keragu-raguan.
50
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b. Susunan Wali Menurut Imam Syafi’i 

Susunan wali menurut Mazhab Syafi’i susunanya sebagai berikut : 

1. Bapak 

2. Saudara kandung laki-laki 

3. Saudara laki-laki yang sebapak 

4. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki 

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

6. Paman kandung 

7. Paman sebapak 

8. Anak laki-laki dari paman kandung 

9. Anak laki-laki paman sebapak.
51

 

2. Pengertian Wali Menurut Imam Ja’far  

Pendapat Imam Ja’far mengenai wali nikah yang dinukil dalam 

kitab Bada’i as-Shana’i dan Bidayatul Mujtahd dan Nihayatul Muqtashtd 

ini alasan bahwa menikah tanpa wali sebagai berikut: 

ا ه  ج  و  ز  ت   ف    ج  ي  و  ز  الت    ب  لً ج  ِ   ت  ل  ك  و   و  ا   ل  ج  ِ   ن  ا م  ه  س  ف  ن    ت  ج  و  ا ز  ذ  ا   ة  ل  اق  الع   ة  غ  ال  الب   ة  ر  ل   ا  
َ  ب  ا   ل  و  ق    از  ج   ت  ز  ج  اء  ول ف  ض  ا ف  ه  ج  و  ز   و  ا    اء  و  س   ل  و  ال   ف  س  و   ي   ب  ا  و   ر  ف   ز  و   ة  ف  ي   ن   
 ت  ج  و  ا ز  ذ  ا ا  ه  ن   ا   ي   غ   ر  اص  ق   و  ا   ر  اف  و    ر  ه  ب    ء  ف  ك    ي   ع   و  ا   ء  ف  ك    ن  ا م  ه  س  ف  ن    ت  ج  و  ز  
  د  ن  ع   ر  اص  ق   ر  ه  ب    ت  ج  و  ا ز  ذ  ا ا  ذ  ك  و   اض  ت   ع  ال    قُ َ   اء  ي  ل  و  ل   ل  ف   ء  ف  ك    ي   غ   ن  ا م  ه  س  ف  ن   
َ  ب  ا      ة  ف  ي   ن    

Artinya:“Perempuan yang merdeka, baliq,aqil ketika menikahkan dirinya 

sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang 

lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu 

atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi Hanifah, Zufar dan Abi 

Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan 
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dirinya sendiri dengan orang yang  kufu’ atau yang  tidak kufu’ 

dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu 

menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, 

maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila 

pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.”
52

 

 

Ibnu Rusy berkata : 

َ  ب  ا   ال  ق  و   َ  ك  ن   ة  ا  ر  م  ال   ت  د  ق  ا ع  ذ  ا   ر  ه  الز   و  ب  ع  الش  و   ر  ف   ز   و   ة  ف  ي   ن   و  ي و   ي   غ  ا ب  ه  ا   ان  ك  و   ل 
     از  ج   ءً و  ف  ك  

Artinya: “Abu hanifah, Ja’far, Asy Sya’bi, dan Az zuhri berpendapat bahwa 

apabila seorang wanita melangsungkan akan nikah tanpa wali, 

tetapi sekhufu’ (setara) dengan laki-lakinya, maka itu 

dibolehkan”.
53

 

 

 Telah diriwayatkan dari Ahlulbait As dalam bayak riwayat yang 

memberikan kebebasan kepada gadis yang sudah balig dan sempurna 

dalam pernikahannya, serta membiarkannya memilih siapapun yang dia 

sukai untuk menikah. 

Sebagaimana ucapan Imam Ja’far Ash-shadiq As,” Tidak apa-apa 

menikahi perawan jika dia suka tanpa seizin ayahnya”.
54

 

Riwayat ini menegaskan kemandirian perawan dalam pernikahan 

dengan siapapun yang dia kehendaki, dan lebih lagi berkenaan dengan 

janda. Dalam Mulhaqaat al-Makasib, syaikh al-Anshari berkata,”riwayat 

ini ini tidak menerima pembatasan”. 
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Sama tegasnya dengan riwayat al-Habib dari Imam ash-Shadiq As 

ketika beliau ditanya tentang nikah mut’ah dengang perawan, beliau 

berkata, ‘Tidak apa-apa”. 

Syekh al-Anshari berkata, “Riwayat-riwayat yang membolehkan 

nikah mut’ah tanpa seizin wali, menunjukan lebih boleh lagi pada nikah 

permanen (da’im). Dan beliau berkata,” Mazdhab (pendapat) fuqaha 

Imamiyah mengatakan tidak terpisahnya nikah mut’ah dan permanen”. 

Dengan demikian, jika nikah Muat’ah denganya perawan sah tanpa izin 

wali, maka sah pula nikah permanennya.
55

 

Imam al-Baqir As berkata, “Jika seseorang perempuan menguasai 

dirinya sendiri, boleh melakukan jual-beli dan meberikan hartanya kepada 

siapapun yang dia kehendaki yakni bahwa dia bukan idiot, maka dia pun 

boleh menikah jika mau tanpa wali. Sedangkan jika dia tidak demikian 

(yakni jika dia idiot), maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan izin 

walinya. 

Riwayat ini tegas menolak perwalian atas seseorang perempuan 

yang sempurna, baik perawan maupun janda, baik nikah permanen 

maupun sementara (Mut’ah). 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Laksanakanlah apa yang 

dilakukan ayahmu.” Perempuan ini mengatakan, “Aku tidak menyukai apa 

yang dilakukan oleh ayahku”.Nabi SAW berkata,” Pergilah dan 

menikahlah dengan siapapun yang engkau sukai”. 
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Rasulullha SAW memerintahkan perempuan tersebut untuk 

melaksakan apa yang dilakukan oleh ayahnya, tetapi ketika perempuan ini 

mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, maka beliau memberikan 

kebebasan kepadanya, Hal ini menunjukan bahwa perintah beliau untuk 

melaksanakan keinginan ayahnya adalah perintah Istihbab (anjuran), 

bukan wajib.
56

 

B. Metode Pengambilan Hukum Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Ja’fari 

1. Metode Pengambilan Hukum Madzhab Syafi’i 

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu 

hukum, Imam Syafi’i memakai empat dasar yaitu: al-Quran, al-Sunnah, 

Ijma’ dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, al-

Risalah sebagai berikut: 

 ي   ش  ف   د  ب  ا   ل  و  ق  ي    ن  ا   د  َ  ل    س  ي  ل  
 ب   ال    ة  ه  ج   و   م  ل  ع  ال   ة  ه  ج   ن   م  ل  ا   م  ر  َ   و  ا   ل  َ  : ء 

    اس  ي  ق  ال   و  ا   اع  ج   ال    و  ا  ة  ن  السُ و  ا   اب  ت  ك   ال  ف  
Artinya: Tidaklah seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, ini 

haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu 

adalah kitab suci al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, dan al-Qiyas.
57

 

 

Adapun yang digunakan Imam Syafi’i dalam membina 

madzhabnya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah lafadz Arab yang diturunkan kepada 

Sayyidina Muhammad SAW. Untuk direnungkan dan diingat, yang 

diriwayatkan secara mutawatir. Mulai dengan surat al-Fatihah dan 
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diakhiri dengan surat al-Nas bahasa Arab adalah bagian dari keaslian, 

terjemahanya tidak dikatakan al-Qur‟an sehinggaapabila seseorang 

membaca terjemahnya dalam sholatnya tidaklah sah.
58

 

Imam Syafi’i mengkaji al-Qur’an secara mendalam dan 

mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur‟an ke dalam bentuk amm dan 

khas,beliau juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur’an ada 

pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum di dalam al-Qur’an 

yang mengandung sebagai pernyataan ammdan khas. Karena 

kedudukan al-Qur’an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi 

penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukanhukum 

suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari 

jawaban penyelesaian dari al-Qur’an, selain hukumnya dapat 

disesuaikan dengan al-Qur’an maka ia tidak boleh mencari jawaban 

lain di luar al-Quran.
59

 

b. As-Sunnah 

Sandaran kedua dari madzhab Syafi’i adalah sunnah. 

Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari sunnah selama 

sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi’i tidak 

mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada 

madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan 

oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. 

Menurut Imam Syafi’i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap 
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cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, 

selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama 

hadits itu muttasil (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi 

beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits mutawatir saja.
60

 

Imam Syafi’i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-

Qur’an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Quran dan 

hadits mutawatir. Disamping itu, al-Qur’an dan sunnah keduanya 

adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat 

seperti al-Qur’an. 

Mengenai kedudukan as-sunnah Imam Syafi’i mengungkapkan 

bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur’an adalah sebagaiberikut:
61

 

2) Menerangkan kemujmalan al-Qur’an, seperti menerangkan 

kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa. 

3)  Menerangkan khashal-Qur’an yang dikehendaki amm dan amm 

yang dikehendaki khas. 

4) Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur’an. 

c. Ijma’ 

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan ijma’ 

menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur’an dan 

sunnah, berarti ijma’ dapat menetapkan hukum yang mengikat dan 

wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam 

al-Qur’an maupun sunnah, untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur 
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mengemukakan beberapa ayat al-Qur’an diantaranya adalah surat an-

Nisa ayat 115, adalah sebagai berikut: 

                      

                         

Artinya : Dan barangsiapa Rasul-rasul sudah jelas kebenaran baginya, dan 

mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min,kami biarkan 

ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan masukan 

ia kedalam jahannam, dan jahannam itu seburuk buruk tempat 

kembali.(Q.S.annisa:115)
62

 

 

Imam Syafi’i mengatakan, bahwa ijma’ adalah hujjah dan ia 

menempatkan ijma’ ini sesudah al-Qur‟an, as-sunnah sebelum qiyas. 

Ijma’ yang dimaksudkannya ialah suatu hasil kesepakatan para sahabat 

secara integral mengenai hukum suatu masalah. Kesepakatan ini harus 

diperoleh secara jelas. Ijma’ yang dipakai Imam Syafi’i sebagai dalil 

hukum itu adalah ijma’ yang disandarkan kepada nash atau ada 

landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan 

bahwa ijma’ yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma’ sahabat.
63

 

d. Qiyas 

Dari segi bahasa, qiyas ialah mengukur sesuatu atas lainnya 

dan mempersamakannya. 64
Sedangkan menurut istilah ahli ushul ialah: 

    م  ك   ال   ف   ان  د  ح  ي  ف    ة  ل  ع   ال  ا ف  ه   اد  تّ   ل    م  ك   ال   ف   ر  خ  ا   ر  م  ل    ر  م  ا   اق  ال   

                                                 
62

 Departemen Agama RI, al-qur’an dan terjemahannya,( jakarta: Yayasan penyelenggaraan 

penterjema al-Quran.1971), 140-141. 
63

 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), 130. 
64

 Hanafie, Ushul Fiqh, (Jakarta: Widjaya, 1989), 128. 
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Artinya: “Menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada orang 

lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang 

menyebabkan hukumnya juga sama.”
65

 
 

Imam Syafi’i tidak sembarangan mendatangkan atau 

mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan beberapa peraturan 

yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil) dengan cara 

qiyas, sebagai dalil penggunaan qiyas, beliau mendasarkan pada 

firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59. 

                     

                     

                  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa‟: 59). 

 

Sedangkan menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath 

hukum Imam Syafi’i menggunakan lima sumber, yaitu: 

1) Al-qur’an 

2) Sunnah 

3) Ijma’ 

4) Qiyas 

5) Istidlal 
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 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 1997),  200. 
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Bila Imam al-Syafi’i tidak mendapatkan keputusan hukum dari 

ijma’ dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil 

dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah 

agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut “syar`u man 

qablana” dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah 

pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara 

istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam 

Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.
66

 

Selain sumber hukum diatas juga ada yang mengatakan bahwa 

Imam Syafi’i juga memakai al-Urf atau al-Adah sebagaimana 

dikatakan oleh Nasution bahwa Imam Syafi’i memakai Urf atau al-

Adah sebagai faktor peralihan dari qoul qodim ke qoul jadid, 
67

Hal ini 

juga dikuatakan oleh Muhammad Hasballah Thaib yang mengatakan 

bahwa al Urf dipakai oleh Imam Syafi’i saat membangun hukum dalam 

qoul jadidnya berdasarkan urf masyarakat mesir dan tentu 

meninggalkan hukum yang sbelumnya berdasarkan urf masyarakan 

Iraq atau Hijaz.
68

 

1. Metode Pengambilan Hukum Madzhab Ja’fari  

Mazhab Syiah Imamiyah biasa disebut mazhab Ja’fari, karena 

mereka memegang fikih Mazhab Ja’fari, salah satu mazhab fikih 

                                                 
66

 Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 

245. 
67

 Lahmudin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i, (Bandung:Remaja 

Rosdakary, 2001), 150 
68

 Muhammad Hasballah Thaib,Falsafah Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas 

Darmawangsa, Medan, 1993. 312 
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dalam aliran Syiah yang dirintis oleh Imam Ja’far Sadiq imam ke-6 di 

kalangan Syiah, di mana fikihnya didasarkan kepada Alquran, hadis, 

dalil akal, dan Ijma’. Sehingga ada kesan, bahwa mazhab mereka 

dalam masalah furu’ adalah mazhab Imam Ja’far Sadiq, karena 

mayoritas kaum Syiah dalam masalah fikih, mayoritas mengambil dari 

Imam ini, sekalipun mereka juga mengambil dari para imam Ahlul 

Bait yang lain dan tidak pernah membeda-bedakan. Akan tetapi ketika 

riwayat-riwayat dalam masalah fikih banyak diambil dari imam ini, 

dibandingkan dari imam-imam lainnya, hal itulah yang melatar 

belakangi penamaan mazhab ini disematkan kepada Imam Ja’far 

Sadiq. Syiah menganggap sumber-sumber hukum Islam yang utama 

dan pertama ialah Alquran kemudian diikuti oleh sunah, Ijma’ dan 

akal
69

. 

a. Al-Qur’an 

Menurut Mazhab Ja’fari, Alquran merupakan sumber 

pertama hukum dan aturan Islam. Namun dalam menggali hukum 

dari Alquran tidak selalu harus memperhatikan makna lahirnya 

tetapi harus juga memperhatikan makna batinnya. Untuk 

mendapatkan makna batin itu, para pengikut mazdhab Ja’fari harus 

mempunyai marja’(tempat meminta fatwa), yaitu para imam atau 

naib al-Imam (penganti para ima maksum) 
70

. Oleh karena itu, 
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 Muhammad Husain al-Kashif Al-Gita. Aslu al-Shi’ah wa Usuluha, (Bairut: Muassasah al-alami 

lil Matbu’at, 1993), 83. 
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Utama 1989), 109. 
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mereka memandang imam-imam itu sebagai al-Qur’an an-

Natiq(Alquran yang berbicara), sementara Alquran yang berupa 

mushaf mereka sebut al-Qur’an al-Samit(Alquran yang diam). Apa 

yang disebutkan oleh para imam maksum tidak mungkin 

bertentangan dengan apa yang disebutkan Alquran. Karena 

kandungan Alquran bersifat mujmal (global), maka perlu 

penjelasan yang lebih terperinci. Orang yang paling patut 

memberikan penjelasan ini adalah para imam yang maksum. 

Dengan kata lain, kita hanya dapat mengetahui maksud Al-quran 

yang sebenarnya dengan petunjuk para imam yang telah mendapat 

petunjuk dari Allah Swt. Mereka mendapat petunjuk langsung dari 

Allah, karena ketakwaan mereka yang amat tinggi dan kebersihan 

hati mereka yang sudah mencapai maksimal.  

b. Sunnah 

Syiah menganggap sunah itu sebagai sumber utama yang 

kedua, yang diwajibkan kepada setiap orang Islam untuk 

mengamalkannya. 

Kedua sumber pokok ini dilaksanakan oleh orang-orang 

Syiah sejak zaman sahabat dan sesudahnya. Karenanya, Syiah 

Imamiyah dalam menetapkan hukum terlebih dahulu merujuk 

kepada dua sumber pokok ini, meskipun mazhab lain 

menambahkan dasar-dasar lain seperti qiyas, istihsan dan lain 

sebagainya dengan beberapa alasan. Syiah tetap berpegang kepada 
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dua sumber pokok ini serta menggunakan akal dalam menggali 

hukum-hukumnya. Dengan demikian terdapat sedikit perbedaan 

antara Sunni dan Syiah dalam menetapkan suatu hukum, di 

antaranya seperti ketika memandang hukum nikah mut’ah dan 

mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus. Menurut Syiah, 

nikah mut’ah boleh dan talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya 

jatuh satu talak. Hal itu Rasul sendiri yang mengatakannya, adapun 

pengharaman nikah mut’ah dan talak tiga yang diucapkan 

sekaligus jatuh tiga talak adalah ucapan Umar ibn Khatab. Dengan 

demikian, menurut pandangan mazhab Ja’fari, ucapan Rasul 

(sumber hukum kedua) lebih berhak untuk dipegangi dari pada 

ucapan Umar.  

Sunah menurut mazdhab Ja’fari adalah ucapan, tindakan, 

dan pembenaran melalui diamnya Nabi Saw dan para imam 

maksum. Dengan demikian, kalau di kalangan mazdhab Sunni, 

yang dimaksud sunah hanya dinisbahkan kepada Nabi Saw, 

sementara sunah menurut mazhab Ja’fari bukan saja ucapan, 

tindakan, dan pembenaran Nabi Saw tetapi juga termasuk di 

dalamnya ucapan, tindakan dan pembenaran para imam yang 

maksum. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berasal dari imam 

sama kedudukannya dengan yang berasal dari Nabi Saw
71

. Dengan 

tetap memandang bahwa kesempurnaan para imam mereka berada 
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 Sheikh Muhammad Al-Mudzaffar. Aqaid al-Imamiyah, (Bayrut: Dar al-Safwah, 1992), 93-95 . 
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di bawah posisi kesempurnaan Rasul dan di atas kesempurnaan 

manusia biasa
72

. 

Menurut mazhab Ja’fari, kedudukan imam-imam maksum 

adalah sebagai pewaris Nabi Saw dalam menyampaikan risalah 

Tuhan. Mereka tidak pernah bersalah dalam menyampaikan ajaran 

Islam
73

. 

Mereka juga mengibaratkan para imam maksum dengan al-

Qur’an al-Natiq (Alquran yang berbicara), sementara kitab suci 

Alquran disebut al-Qur’an al-Samit (Alquran yang diam). Alasan 

lain mengapa mereka menempatkan sunah imam sebagai dasar 

hukum ialah hadis yang diriwayatkan oleh para imam mereka dan 

juga diriwayatkan oleh Ahli hadis Sunni di antaranya riwayat dari 

Zaid ibn al-Arqam:  

 اب  ت  ك  وا:  لُ ض  َ   ن  ل   ه  ب   م  ت  ك  س  ت    ن  اإ  م   م  ك  ي  ف   ت  ك  ر   َ   نّ  ، إ  اس  ا الن  ه  ي ُ اأ  ي  
 ت  ي  ب    ل  ه   أ  ت  ر  ت   ع  و  .الله

Artinya:“Hai manusia sesungguhnya aku tinggalkan padamu dua 

hal; kitabullah dan Ahlul Bait (anak keturunanku)” (H.R. 

al-Turmudhi).  

 

Dengan hadis ini jelas bahwa kata-kata dan perbuatan para 

pewaris Nabi sama otoritasnya dengan kata-kata dan perbuatan 

Nabi Saw. Ajaran Syiah Ja’fari (Syiah Imamiyah) menganggap 

hubungan antara teks hadis dengan Alquran sebagai syarat mutlak 
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untuk menilai kesahihahan suatu hadis. Dalam sumber-sumber 

kaum Syiah terdapat beberapa hadis dari Nabi Saw dan para Imam 

dengan sanad yang sahih, tetapi jika isinya bertentangan dengan 

teks Alquran, maka hadis itu ditolak dan tidak mempunyai nilai 

apa-apa dimata mereka. Dengan demikian orang Syiah Imamiyah 

tidak akan mendasarkan kajian hukumnya atas dasar hadis yang 

kontradiksi kandungannya dengan Alquran. Mengenai hadis-hadis 

yang tidak dapat dipastikan sesuai atau tidaknya dengan Alquran, 

menurut beberapa ketetapan dari para imam mereka dibiarkan 

tanpa disebutkan diterima atau ditolak 
74

. 

Metode mazhab Syiah Imamiyah dalam meriwayatkan 

suatu hadis tidak sama dengan mazhab Sunni. Hal itu bertitik tolak 

dari persepsi mereka yang berbeda dalam memandang kriteria 

perawi hadis (baik perawi itu dari kalangan sahabat maupun tabi’in 

atau tabi’-tabi’in). Ide yang mengatakan semua sahabat ‘udul 

(kredibel) tidak bisa diterima oleh kalangan Syiah. Oleh karena itu, 

tidak semua yang diriwaytkan oleh sahabat bisa diterima
75

, 

sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Sunni. Tapi sekalipun 

demikian tidak sedikit kandungan hadis-hadis Syiah ada persamaan 

dengan kandungan hadis-hadis Sunni.  
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 Muhammad Husain Tabataba’i. Islam Syiah: Asal-Usul dan Perkembangannya,(Jakarta: Pustaka 
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Perbedaan metode ini sebenarnya juga terjadi antar ulama 

Sunni itu sendiri. Dalam konteks ini Syekh Muhammad Jawwad 

Mughniyah pengarang al-Fiqh ala al-Madhahib al-Khamsah dan 

Ahmad Amin sejarawan asal Mesir memberikan analisisnya 

tentang perbedaan itu terutama antar empat mazhab besar. Berikut 

ini akan dikemukakan  perbedaan-perbedaan metode itu yang 

antara lain: 

Pertama, Metode Imam Abu Hanifah, beliau hanya 

menerima hadis masyhur (riwayat jamaah dari jamaah) saja atau 

hadis yang sudah disepakati oleh Fuqaha al-Amsar untuk 

diaplikasikan atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat di 

mana tidak seorang perawipun berbeda dengan riwayatnya. Dari 

sini dapat dilihat betapa Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam 

menerima suatu riwayat, sehingga hadis yang dipegangi untuk 

dijadikan landasan hukum hanya tujuh belas hadis saja, sisanya 

memakai dalil aqli berupa qias, istihsan atau masalih al-mursalah
76

. 

Para pengikut Imam Abu Hanifah mengambil hadis-hadis riwayat 

Bukhari-Muslim dan beberepa hadis yang dimuat di dalam 

beberapa kitab sahih yang lain. Padahal menurut pengakuan Yahya 

ibn Naser bahwa Abu Hanifah pernah berkata, “Saya mempunyai 

kotak-kotak hadis, dan saya tidak meriwayatkan hadis-hadis itu 

kecuali hanya sedikit saja.”Dan pengakuannya lagi seperti yang 
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dituturkan oleh Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah bahwa Abu 

Hanifah akan menolak semua hadis yang bertentangan dengan 

Alquran. Itu bukan berarti menolak apa yang datang datang dari 

Nabi, akan tetapi ia akan menolak semua hadis dari orang yang 

berbicara tentang hadis dengan batil. Begitu Imam Abu Hanifah 

sangat ketat dalam menerima hadis, dan sangat liberal dalam 

menilai seorang sahabat dan tabi’in
77

. Karena sangat sempitnya 

dalam menerima hadis dan keliberalannya dalam menilai sahabat 

dan tabi’in sampai-sampai Imam Bukhari mentarjiḥnya dan 

menilainya sebagai perawi hadis yang lemah dan ditinggalkan 

riwaytnya. Ia tidak menerima hadis riwayat Imam Abu Hanifah, 

sebagaimana yang dilakukan juga oleh Shu’bah ibn Hujjah, Ibnu 

Jurej, dan Yahya ibn Main. Dengan demikian tidak ada satupun 

hadis dari Abu Hanifah dalam kitab Bukhari-Muslim. 

Kedua, Metode Imam Ahmad ibn Hanbal, menganut 

metode sebaliknya (longgar), beliau mengambil hadis sahih, fatwa 

sahabat, hadis mursal dan hadis dhaif (dalam masalah-masalah 

fadhail al a’mal). Jika tidak ditemui dari semua itu, baru 

mengambil dalil aqli berupa qiyas dan istislaḥ, dan tidak 

menggunakan dalil aqli kecuali dalam kondisi terpaksa
78

. 

Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan betapa amat 

kontradiktif dua metode ini, yang satu terlalu membatasi ruang 
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lingkup pengambilan hadis, sementara yang kedua sebaliknya, 

membuka seluas-luasnya sampai-sampai hadis dhaif-pun diambil. 

Ketiga, metode Imam Malik. Dalam hal ini termasuk 

moderat tidak terlalu membatasi sebagaimana yang dilakukan oleh 

Imam Abu Hanifah, dan tidak terlalu membuka lebar seperti yang 

dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengambil semua 

hadis sahih, tidak mesti hadis mashur dan tidak menerima hadis 

dhaif (sekalipun untuk fadhail al a’mal). Ia mengambil hadis ahad 

dengan syarat perawinya harus kredibel (‘Adalah). Metode yang 

digunakan juga amat spesifik dari metode lainnya yakni sikap 

memprioritaskan praktik penduduk Madinah sebagai hadis sahih. 

Praktik sebagian penduduk Madinah akan tetap dijadikan hujjah 

yang didahulukan dari pada hadis ahad karena praktek penduduk 

Madinah menempati posisi riwayat dan mereka adalah orang-orang 

yang lebih tahu tentang hadis Rasul, tentang nasikh dan mansukh
79

. 

Keempat, Imam Syafi’i, ia mengadopsi semua riwayat 

terpercaya (thiqah) baik hadis itu mashur atau tidak, apabila tidak 

ditemui riwayat tersebut, beliau menggunakan qiyas dan tidak 

menggunakan istihsan dan istislah
80

. Imam Syafi’i juga tidak lepas 

dari kecaman sebagian ulama dalam hadisnya. Ibnu Ma’i dan 

Imam Bukhari-Muslim tidak meriwayatkan hadis dari padanya. 

Imam Syafi’i lebih longgar dalam menggunakan hadis dan berdalih 
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dengannya dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah dan Imam 

Malik.  

Kelima, Mazhab Imamiyah, mereka mengambil semua 

hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya menurut versi 

mereka, terutama dari imam-imam mereka yang dua belas dan dari 

ulama-ulama yang mengikuti paham Imam dua belas. Mereka 

sepakat bahwa perkataan Nabi sama posisinya dengan perkataan 

imam mereka dari segi kesahihannya untuk dijadikan landasan 

hukum. Karena merekalah pewaris pertama dan utama ilmu rasul, 

seperti yang ditegaskan sendiri oleh Nabi Saw dalam sabdanya, 

dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam 

Hakim begitu juga Jabir ibn Abdullah al-Anshari meriwayatkan 

hadis ini yang bunyinya sebagai berikut: 

اب  ب  ال   ت  أ  ي  ل  ف    م  ل  ع  ال   اد  ِ  أ   ن  م  ا ف  ه  اب   ب   يُ ل  ع  و   م  ل  ع  ال   ة  ن  ي   د  ا م  ن  أ    
Artinya:“Aku kota ilmu dan Ali pintunya, barang siapa yang ingin 

Mengambil ilmu, maka datanglah dari pintunya” (al Hakimi 

I/ 62-80) Tegasnya, Mazhab Imamiyah dalam berinteraksi dengan 

hadis Rasul, sekalipun hadis tersebut diasumsikan mutawatir dari 

Ahlul Bait, tetapi kalau matan hadisnya bertolak belakang dengan 

kandungan Alquran dan tidak bisa ditakwil maka hadis itu 

dihukumi dhaif
81

. Mereka sangat berahati-hati dalam menerima 

suatu hadis karena tidak mungkin imam-imam mereka yang 
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maksum mengatakan sesuatu yang menyalahi teks Alquran dan 

Hadis Rasul yang sahih. Kemungkinan akan adanya pendustaan 

dan pemalsuan terhadap imam-imam mereka, ternyata jauh 

sebelumnya sudah di-prediksikan oleh Imam Ja’far Sadiq ketika 

beliau berwasiat kepada murid-muridnya. Ia berkata “Janganlah 

anda menerima setiap riwayat yang disematkan kepada kami 

(Ahlul Bait) kecuali yang sejalan dengan Alquran dan hadis 

sahih”
82

. 

c. Ijma’  

Orang-orang Syiah Imamiyah mengakui, bahwa ahli-ahli 

fikih dan ahli-ahli hadis mereka dalam masa sahabat dan tabi’-

tabi’in menyebut perkataan  Ijma’. Tetapi ijma’yang dimaksud itu 

ialah ijma’ yang disepakati oleh semua ulama atas sesuatu hukum 

dan Imam Ali turut bersama mereka. Ijma’seperti itu tidak lain 

sifatnya selain sebagai  penjelasan dari pada kedua sumber hukum 

utama yaitu Alquran dan Sunah. Sejak hari-hari pertama golongan 

Syiah Imamiyah tidak mau berpegang selain kepada Alquran dan 

Sunah dalam menetapkan suatu hukum agama. Karena agama itu 

adalah peraturan Tuhan sehingga tidak boleh ditambah dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Dengan demikian ijmā’ 

hanya merupakan manifestasi dari suatu hadis yang secara riwayat 

tidak ditemukan padahal sebenarnya ada. Menurut mereka 
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kedudukan Ijma’ tidak lebih dari pengungkapan sekelompok ulama 

terhadap suatu hadis yang tidak ditemukan dalam riwayat yang 

tertulis atau didengar dari mulut-kemulut. Qiyas yang menurut 

kalangan Ahli Sunah dibenarkan sebagai sumber hukum agama 

yang keempat,  yang dikatakan pernah terjadi dalam masa sahabat, 

yang diberi sifat dengan memperbandingkan suatu perkara dengan 

perkara yang sudah terdapat hukumnya pada masa Nabi Saw. dan 

sahabat oleh orang Syiah tidak dapat diterima dan dianggap suatu 

bid’ah dalam agama. Mereka tidak mau beramal dengan hukum 

yaang berdasarkan qiyas. Di antara alasan-alasanya, di samping 

alasan yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya juga 

ada sebuah ucapan dari Ali ibn Abu Talib. Ia berkata: ”Jika 

diperkenankan menggunakan qiyas, maka dalam perkara air dalam 

salat bagi musafir, mestinya yang lebih dipentingkan menyapu kaki 

dari pada menyapu luar sepatu”.
83

 

Orang Syiah Imamayiah mempunyai alasan tidak 

menggunakan qiyas sebagai sumber hukum agama. Karena 

pembuat hukum (al-Shari’) agama hanyalah Allah, sedang al-

Shari’ dalam hukum qiyas adalah manusia. Mereka menolak 

pandangan yang mengatakan bahwa qiyas sudah ada di masa Nabi 

dan dibolehkan menggunakannya. Penetapan Nabi kepada Mu’adz 

bukanlah alasan adanya qiyas, tetapi alasan untuk menggunakan 
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akal dalam menjelaskan Alquran dan sunah. Karena menggunakan 

akal itu diwajibkan bagi seorang qadi dan mufti dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan dan dalam menjelaskan 

masalah halal dan haram.  

Orang Syiah Imamiyah tidak dapat menerima qiyas dengan 

alasan beberapa riwayat dan kasus yang terjadi di masa sahabat, 

selain dari ucapan Ali ibn Abu Talib juga ucapan Ibn Mas’ud yang 

menolak qiyas dengan perkataan: 

“Jika anda menggunakan qiyas dalam agamamu, niscaya 

kamu akan banyak menghalalkan dari pada apa yang telah 

diharamkan Allah.“ Juga mereka kemukakan perkataan Shu’bi 

yang berbunyi; “Apabila engkau ditanya tentang suatu masalah, 

maka janganlah engkau menggunakan qiyas dengan membanding-

bandingkan persoalan, karena engkau akan banyak menghalalkan 

yang haram, dan banyak mengharamkan yang halal, sedangkan 

engkau akan ibnasa, jika engkau meninggalkan sunah Rasul dan 

sahabat, demi untuk menggunakan ukuran qiyas atau 

membandingkan masalah dalam agama.”
84

 

d. Akal 

Sumber hukum ke empat dalam Mazhab Ja’fari adalah akal. 

Akal dinilai sebagai sumber hukum sejauh tidak bertentangan 

dengan yang diungkapkan oleh Alquran dan Sunah. Ia hanya 
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berkedudukan sebagai sarana untuk memahami hukum-hukum 

tertentu yang sebenarnya dasarnya telah tersirat dalam Alquran dan 

Sunah. Ulama usul fikih dan teologi di kalangan Mazhab Ja’fari 

memandang akal dan syari’ah tidak dapat dipisahkan satu sama 

lainnya. Mereka mengatakan bahwa hukum apa pun yang 

ditetapkan oleh akal juga ditetapkan oleh nash. Pandangan 

demikian sesuai dengan prinsip teologi yang mereka pegang, yaitu 

bahwa kebaikan dan keburukan itu dapat diketahui oleh akal, 

sekalipun tanpa bimibngan wahyu. Bila seseorang telah 

mengetahui yang baik, ia wajib melaksanakannya. Demikian pula, 

bila seseorang telah mengetahui yang buruk, ia wajib pula 

menjauhinya tanpa harus menunggu penjelasan dari syariat
85

. 

Dalam masalah usul dan ibadah hampir tidak jauh berbeda antara 

Mazdhab Ja’fari dan Ahli Sunah, baik tentang furu’ agama maupun 

mu’amalah. Hal ini dapat di lihat dalam kitab perbandingan lima 

mazhab yang berjudul al-Fiqh ala Madhahib al-Khamsah, karya 

Muhammad Jawwad Mughniyah.
86

 

C. Perwalian Menurut KHI 

Penjelasan Wali dalam Kompilasi Hukum Islam berada dalam pasal 

19- 112 seabagaimana beriku: 
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1. Pasal 19 

Wali nikah dalam  perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya 

2. Pasal 20 

a) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

b) Wali nikah terdiri dari : 

1) Wali nasab 

2) Wali hakim. 

3. Pasal 21 

a) Wali nasab terdiri dari empat  kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat 

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

Pertama, kelompok  kerabat laki-laki garis lurus keatas 

yakniayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua,  kelompok kerabat  saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 

kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara 

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
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b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak  menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi 

wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon 

mempelai wanita.  

c)  Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat 

yang seayah. 

d)  Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni 

sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, 

mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan 

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 

4. Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak 

memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu 

menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi 

wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya. 

5. Pasal 23 

a)  Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak 

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 
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b) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 

Agama tentang wali tersebut.
87

 

6. Pasal 107 

a)  Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 

tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

b) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta 

kekayaanya. 

c) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 

perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah 

seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan 

kerabat tersebut. 

d) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan 

berkelakuan baik, atau badan hukum. 

7. Pasal 108 

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan 

hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau 

anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 

8. Pasal 109 

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang 

atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas 
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permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, 

pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan 

wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di 

bawah perwaliannya. 

9. Pasal 110 

a) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di 

bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban 

memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan 

lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah 

perwaliannya. 

b)  Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta 

orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan 

tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah 

perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. 

c) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di 

bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai 

akibat kesalahan atau kelalaiannya.  

d) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 

ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban 

wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang 

ditutup tiap satu tahun satu kali. 
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10. Pasal 111  

a) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada 

di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai 

umur 21 tahun atau telah menikah. 

b) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama 

berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang 

berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan 

kepadanya. 

11. Pasal 112  

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut 

kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.
88

 

Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menyebutkan secara tegas, 

bahwa Wali nikah dalam  perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 juga menjelasakan 

bahwa orang yang ingin melaksanakan perkawinan harus ada: 

a) Calon suami 

b) Calon istri  

c) Wali nikah  

d) Dua orang saksi 
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e) Ijab qobul 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang 

mesti dan tidak sah  akad  perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. 

Wali itu ditempatkan dalam sebagai rukun dalam perkawinan menurut 

kesepakatan ulama secara perinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri 

wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta 

persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali nikah 

dalam perkawianan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang berindak untuk menikahkannya.
89

 

Melihat pasal  yang menerangkan tentang wali di atas bisa 

ditarik kesimpulan bahwa nikah tanpa wali konsekuensinya batal, 

karena  wali dalam Kompilasi hukum islam termasuk syarat sahnya 

suatu perkawinan, maka jika tidak dipenuhi pernikahannya tidak sah( 

batal). 

Perumusan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari fikih, 

fikih memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, 

secara personal maupun kolektif. Dalam masa panjang peranan fikih 

dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominan. 

Kehidupan ini seakan-akansepenuhnya diatur oleh fikih.Bagi 

masyarakat Indonesia umumnya, keyakinan akan kebenaran dalam 

fikih telah sedemikian mendalam, sehingga fikih telah menjadi norma 
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yuridis, sosiologis, dan filosofis. Implikasi lebih jauh dari pandangan 

seperti ini adalah kedudukan wali secara umum di Indonesia 

ditentukan oleh isi fikih yang dalam banyak hal masih dipahami secara 

tekstual dan kaku.
90

 

                                                 
90

 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: 

LkiS, 2004),102. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

70 

 

BAB IV 

ANALISIS TENTANG STATUS WALI DALAM PERNIKAHAN ANTARA  

MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB JA’FARI DAN 

KONSEKUENSINYA TERHADAP KHI. 

  

A. Perbedaan dan persamaan pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab 

Ja’fari dalam konsep wali 

1. Perbedaan   

a. Keberadaan Wali 

Perbedaan pertama antara Imam Syafi’i dan Imam Ja’far 

berada dalam konsep wali dalam pernikahan, Menurut  Imam Syafi’i 

pernikahan perempuan harus ada wali, jika tidak ada wali  

pernikahannya batal, Wali dalam madzhab Syafi’i termasuk  syarat 

sahnya pernikahan. Walaupun imam Syafi’i membedakan kekuasaan 

terhadap perawan dan janda  mengenai hak wali tetap berada pada diri 

bapaknya. Imam Ja’far memberi kebebasan terhadap perempuan untuk 

menikahkan dirinya sendiri asalkan sekufu’. 

Sebenarnya perbedaan Imam Syafi’i dan Imam Ja’far berada 

dalam menafsirkan ayat dibawah ini: 

                    

              

  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

71 

 

Artinya: Apila kamu menceraikan istri-istrimu lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan mantan suaminya(Qs. Al-

baqarah(2):232). 

 

Imam  Syafi’i menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat ini 

memberi kebebasan memilih suami kepada seorang perempuan janda 

tanpa seizin walinya, tetapi hak perwaliannya tetap berada dalam 

walinya. Beda halnya dengan perempuan perawan harus ada izin dari 

walinya. 

Sedangkan penafsiran Imam Ja’far terhadap ayat tersebut 

memberi kebebasan kepada perempuan untuk menikahkan dirinya 

sendiri tanpa seizin walinya, Sebagaimana ucapan Imam Ja’far Ash-

shadiq As, dalam kitabnya” Tidak apa-apa menikahi perawan jika dia 

suka tanpa seizin ayahnya”. 

Perbedaan kedua berada dalam syarat dan kedudukan wali, 

Imam Syafi’i membahas syarat dan kedudukan wali sebagaimana telah 

dibahas dalam pembahasan di atas, sedangkan Imam Ja’far tidak 

membahasnya karena wali dalam pernikahan tidak termasuk syarat 

atau rukun dalam pernikahan. 

b. Perawan 

Imam Syafi’i membedakan antara wanita janda dan gadis 

(perawan) dalam pernikahan Pendapat ini berdasarkan pada hadits 

Nabi Muhammad SAW: 
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اه  ي   ل  و   ن  ا م  ه  س  ف  ن   ب   ق  ح  ا   ب  ي  لث   ا    
 

Artinya: “Telah berkata Rasulullalh Saw. "Perempuan yang janda 

lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya". 

(Riwayat Muslim).
91

 
 

Dalam hadits tersebut, ayah mengawinkan anak perempuannya 

yang masih gadis tanpa menyebutkan harus meminta izin terlebih 

dahulu pada anak perempuan tersebut, sebagai bukti bahwa 

perkawinan itu sah. 

Adapun hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi: 

اه  و  ب   ا ا  ه  ن   ذ  اء  ت  س  ي   ر  ك  ب  ل  ا     
 

Artinya “Perempuan yang masih gadis dimintai izin oleh ayahnya” 

(H.R. Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i)
92

 
 

Anjuran agar wali minta izin pada anak perempuannya yang 

masih gadis pada hadits di atas, menurut Imam Syafi’i merupakan 

anjuran yang status hukumnya sunnah bukan wajib, yakni sunnah 

karena untuk menyenangkan hatinya. 

Dalam perkataan Imam Syafi’i menyatakan bahwa beliau tidak 

mengetahui ada ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang tidak ada hak 

bagi orangpun di antara wali untuk menikahkan seorang wanita baik 

perawan maupun janda kecuali atas restu darinya. Apabila mereka 

tidak mampu membedakan antara gadis dan janda yang sama-sama 

dewasa , maka tidak boleh bagi melakukan apapun kecuali apa yang 
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 Sayyid Imam Muhammad bin Isma’il al-Son’ani, Subul al-Salam, 119. 
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telah disifatkan oleh imam Syafi’i tentang perbedaan antara gadis dan 

janda sehubungan dengan bapak yang menjadi wali dan bapak tidak 

menjadi wali.
93

 

Pendapat Imam Ja’far mengenai pernikahan gadis(perawan) 

yang di jelaskan oleh Sayyid Ali al-Hu’i yang di jadikan marja’ oleh  

kalangan imamiyah sebagai mana berikut: 

 ن  ا م  ه  د  ج   و  ا أ  ه  ي   ب  أ   ة  ق  اف  و  ، م   ة  ي  اب  ت  ك    و  أ   ة  م  ل  س  م   ر  ك  الب   اة  ت  الف  ب   ج  و  ز  لت   ل   ط  ر  ت   ش  ي  
 ا   ه  ي   ب  أ   ف  ر  ط  

Artinya:”Diperlukan untuk menikahi seorang gadis perawan, 

Muslim atau ahli kitab, persetujuan ayah atau kakek dari 

ayah”. 94
  

 

Dalam pendapat tersebut bagi perawan harus meminta izin 

ayahnya atau walinya, hanya sekedar meminta izin saja bukan untuk 

menjadi wali atau menikahkannya. Perawan boleh menikah walaupun 

dalam perizinan ayah atau walinya menolaknya, dalam ajaran imam 

Ja’far menikah tanpa wali tidak apa-apa asal suka sama suka. 

c. Gila 

Menurut Imam Syafi’i laki-laki dewasa yang tidak waras (gila) 

diperkenankan bagi bapaknya untuk menikahkannya, kerena ia tidak 

tahu kemaslahatan dirinya, Tapi apabila kegilaannya tidak terus 

menurus, yakni sekali waktu gila dan sekali waktu sadar, maka tidak 

boleh bagi bapak menikahkannya hingga meminta izin darinya. 

Apabila ia memberi izin, maka bapaknya dapat menikahkannya. Tidak 
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 Rif’at Fausi Abdul Muthallib, Ringkasan Kitab Al umm.(Pustaka Azam), 443. 
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 https://www.sistani.org/arabic/book/17/964 , di akses tanggal 9 September 2018 
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ada hak bagi seorangpun selain bapak untuk menikahkan orang yang 

tidak waras, karena ia tidak mengetahui maslahat atas dirinya. Perkara 

yang harus dilakukan adalah mengajukan persoalannya kepada sultan 

(penguasa), lalu sultan bertanya kepadanya. Jika ia butuh untuk 

menikah, maka keadaannya dapat diberitahukan kepada wanita yang 

akan dinikahi. Apabila apabila wanita tidak keberatan, maka keduanya 

dapat dinikahkan. Tapi bila laki-laki itu tidak membutuhkan 

pernikahan, maka tidak ada hak bagi hakim dan bapaknya untuk 

menikahkannya, kecuali bila pernikahan itu dapat memberikan 

pelayanan baginya, maka boleh menikahkannya atas dasar tersebut.
95

 

Menurut imamiyah perwalian dalam pernikahan orang gila 

adalah untuk ayah dan kakek dari ayah, baik yang gila itu laki-laki atau 

perempuan. Tidak ada perwalian bagi hakim dengan adanya keduanya, 

baik kegilaannya itu sejak masa kecil atau datang setelah dewasa, 

sebab, hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Lagi pula 

perwalian hakim dalam pernikahan diragukan, sebab tugasnyanya 

terbatas pada penjelasan hukum, penyelasaian persengketaan, dan 

penjagaan harta umum, seperti wakaf dan orang yang tidak berada di 

tempat serta harta orang yang tidak sempurna, meski terdapat wali 

khusus, Adapun perwalian atas manusia itu sendiri hanyalah untuk 

maksum. 
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Memang jika orang gila ingin menikah dengan keinginan yang 

sangat, yang hidupnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa menikah, 

sedangkan dia tidak berayah dan tidak berkakek dari ayah, maka 

hakim boleh menangani pernikahannya dari segi hasabah, bahkan hal 

itu boleh dilakukan oleh orang-orang mukmin yang Udul( yang baik-

baik) jika tidak ada hakim.
96

 

d. Mandiri 

Dalam ajaran imam Syafi’i perempuan yang sempurna ( 

mandiri ) atau tidak waras tetap harus ada wali yang menikahkannya, 

wali dalam pernikahan adalah syarat sah pernikahan, Imam Syafi’i 

hanya memberi kebebasan kepada janda untuk memilih calon suami, 

tapi hak wali dalam akad nikah berada dalam pengusaan wali. 

Imam Syafi’i berkata: Tidak boleh bagi bapak menikahkan 

anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak 

menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalnya hingga 

terdapat empat unsur, yaitu; pertama, keridhaan dari wanita yang akan 

dinikahkan dan saat itu ia telagh baligh. Adapun batasan baligh adalah 

telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. 

Kedua, keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh 

pula. Ketiga, wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan 

(penguasa). Keempat, pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Al-Imam  Ja’far ash-Shadiq ,(Jakarta: Lentera 2009), 352. 
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yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari empat 

unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak ( tidak sah).
97

 

Sedangkan Imam al-Baqir as berkata” jika sesorang perempuan 

menguasai dirinya sendiri, boleh melakukan jual beli dan memberikan 

hartanya kepada siapapun yang dia kehendaki yakni bahwa dia bukan 

idiot, maka diapun boleh menikah jika mau tanpa wali. Sedangkan dia 

tidak demikian (idiot), maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan 

izin walinya.
98

 

Pernikahan orang idiot (safiih) tidak memerlukan biaya, mahar, 

nafkah, seperti jika seorang kaya bersedia menikah dengannya dan 

membiayai semuanya, maka pernikahannya sah dengan tanpa wali. 

Sedangkan jika ia memerlukan biaya dari hartanya, maka dilihat jika 

dia tidak memerlukan pernikahan, maka pernikahannya tidak sah sama 

sekali meskipun dengan izin wali. 

Jika orang idiot memerlukan pernikahan (secara mendesak), 

maka sah dengan izin wali, jika tidak ada izin wali, maka tidak sah. 

Demikianlah pendapat fuquha mereka mengakui bahwa tidak ada nash 

dalam hal ini secara khusus.
99

 

Riwayat di atas tegas monalak perwalian atas seseorang yang 

sempurna atau mandiri, baik perawan maupun janda, baik nikah 

permanen maupun sementara (Mut’ah). 
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 Rif’at Fausi Abdul Muthallib, Ringkasan Kitab Al umm.(Pustaka Azam), 447. 
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2. Persamaan 

Persamaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ja’far berada dalam 

pengertian “sekufu” , pendapat Imam Syafi’i boleh bagi bapak 

menikahkan perawan apabila pernikahannya itu menguntungkannya atau 

tidak merugikan dirinya, namun tidak diperbolehkan apabila pernikahan 

itu merugikan dirinya atau berdampak negatif baginya. Begitu pula 

hukumnya apabila bapak menikahkan anak perempuannya dengan laki-

laki tidak sekufu’ (tidak sebadan), karena hal ini akan merugikan terhadap 

anak, jika bapak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki 

sekufu’ (sebadan) namun ia menderita penyakit kusta, belang, gila, atau 

kemaluaanya telah dikebiri, maka pernikahannya inipun tidak 

diperbolehkan, karena apabila anak perempuannya sudah baligh, maka ia 

memiliki hak untuk memilih antara menerima pernikahannya itu atau 

menolaknya disaat ia mengetahui si laki-laki menderita salah satu di antara 

penyakit tersebut. 

Menurut Imam Syafi’i kekufuan dalam pernikahan ada lima 

yaitu:
100

 

a. Agama 

b. Nasab 

c. Pekerjaan 

d. Merdeka 

e. Bebas dari cacat  
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 Muhammad bin Abdurraaman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab.(Bandung: Hasyimi 2013) 

322. 
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Begitu pula pendapat Imam Ja’far mengenai pengertian sekufu’ 

sebagaimana tertera pada dalil sebagai berikut: 

ا ه  ج  و  ز  ت   ف    ج  ي  و  ز  الت    ب  ل  ج  ر   ت  ل  ك  و   و  ا   ل  ج  ر   ن  ا م  ه  س  ف  ن    ت  ج  و  ا ز  ذ  ا   ة  ل  اق  الع   ة  غ  ال  الب   ة  ر  ل   ا  
 اء  و  س   ل  و  ال   ف  س  و   ي   ب  ا  و   ر  ف   ز  و   ة  ف  ي   ن   ح  ب  ا   ل  و  ق    از  ج   ت  ز  ج  اء  لى ف  و ض  ا ف  ه  ج  و  ز   و  ا  
 ت  ج  و  ا ز  ذ  ا ا  ه  ن   ا   ي   غ   ر  اص  ق   و  ا   ر  اف  و    ر  ه  ب    ء  ف  ك    ي   ع   و  ا   ء  ف  ك    ن  ا م  ه  س  ف  ن    ت  ج  و  ز  
  د  ن  ع   ر  اص  ق   ر  ه  ب    ت  ج  و  ا ز  ذ  ا ا  ذ  ك  و   اض  ت   ع  ال    ق  ح   اء  ي  ل  و  ل   ل  ف   ء  ف  ك    ي   غ   ن  ا م  ه  س  ف  ن   
 ة  ف  ي   ن    ح  ب  ا   

Artinya:“Perempuan yang merdeka, baliq,aqil ketika menikahkan 

dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-

laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan 

perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi 

Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, 

perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan 

orang yang  kufu’ atau yang  tidak kufu’ dengan mahar yang 

lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan 

dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka bagi 

para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila 

pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.”
101

 
 

Pendapat keduanya menandakan bahwa sekufu’ dalam pernikahan 

itu sangat dibutuhkan, apabila dalam pernikahan tidak mempertimbangkan 

kafaah, maka akan berimbas kepada status pernikahannya.   

B. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Madzhab Syafi’i Dan Madzhab 

Ja’fari Dalam Istimbat Hukum 

1. Perbedaan 

Perbedaan istimbat hukum Imam Syafi’i dan Imam Ja’far berada 

dalam dasar hukum keempat, dasar hukum yang di pakek oleh Imam 
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 Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al –KHanafi, Bada’i’ ash-Shana’i’, Juz II, 

(Beirut Libanon: Dar al-Fikr),  247. 
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Syafi’i adalah Al-qur’n, sunnah, ijma’ dan qiyas berdasarkan dalil sebagai 

berikut: 

َ  ف   د  ب  ا   ل  و  ق  ي    ن  ا   د  ح  ل    س  ي  ل    ي   
 ب   ال    ة  ه  ج   و   م  ل  ع  ال   ة  ه  ج   ن   م  ل  ا   م  ر  ح   و  ا   ل  : ح  ء 

    اس  ي  ق  ال   و  ا   اع  ج   ال    و  ا  ة  ن  الس  و  ا   اب  ت  ك   ال  ف  
Artinya: Tidaklah seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, 

ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan 

itu adalah kitab suci al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, dan al-Qiyas. 
 

Sedangkan dasar hukum yang di pakek oleh Imam Ja’far adalah 

Al-qur’an, sunnah, ijma’, dan akal sebagaimana dalil berikut: 

 ت  ر  ت   ع  و  . الل   اب  ت  وا: ك  ل  ض  َ   ن  ل   ه  ب   م  ت  ك  س  ت    ن  اإ  م   م  ك  ي  ف   ت  ك  ر   َ   نّ  ، إ  اس  ا الن  ه  ي   اأ  ي  
 ت  ي  ب    ل  ه  أ  

Artinya:“Hai manusia sesungguhnya aku tinggalkan padamu dua hal; 

kitabullah dan Ahlul Bait (anak keturunanku)” (H.R. al-

Turmudhi).  

 

Imam Ja’far tidak memakai Qiyas karena melihat pada masa 

sahabat selain dari ucapan Ali ibn Abu Talib juga ucapan Ibn Mas’ud yang 

menolak qiyas dengan perkataan: 

“Jika anda menggunakan qiyas dalam agamamu, niscaya kamu 

akan banyak menghalalkan dari pada apa yang telah diharamkan 

Allāh.“ Juga mereka kemukakan perkataan Shu’bi yang berbunyi; 

“Apabila engkau ditanya tentang suatu masalah, maka janganlah 

engkau menggunakan qiyas dengan membanding-bandingkan 

persoalan, karena engkau akan banyak menghalalkan yang haram, 

dan banyak mengharamkan yang halal, sedangkan engkau akan 

ibnasa, jika engkau meninggalkan sunah Rasul dan sahabat, demi 

untuk smenggunakan ukuran qiyas atau membandingkan masalah 

dalam agama.” 

 

Imam Ja’far lebih memakai Akal ketimbang qiyas karena menurut 

beliau bahwa hukum apa pun yang ditetapkan oleh akal juga ditetapkan 
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oleh nash. Kebeneran dan kesalahan bisa langsung dicernah oleh akal 

walau tidak dipandu oleh wahyu. 

Imam Syafi’i menggunakan qiyas beliau  tidak sembarangan 

mendatangkan atau mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan 

beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal 

(mengambil) dengan cara qiyas, 

2. Persamaan 

Persamaan istimbat hukum Imam Syafi’i dan Imam Ja’far adalah 

terletak pada dasar hukum yaang diambil dari Al-qur’an, sunnah, dan 

ijma’.  

Dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada as-sunnah masih 

ada sedikit perbedaan dalam pengambilan riwayat, Imam Syafi’i 

mengadopsi semua riwayat terpercaya (thiqah) baik hadis itu mashur atau 

tidak, apabila tidak ditemui riwayat tersebut, beliau menggunakan qiyas 

dan tidak menggunakan istihsan dan istislah. Imam Syafi’i juga tidak lepas 

dari kecaman sebagian ulama dalam hadisnya. Ibnu Ma’i dan Imam 

Bukhari-Muslim tidak meriwayatkan hadis dari padanya. Sedangkan Imam 

Ja’far mengambil riwayat yang diikuti oleh Imamiyah sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh perawi terpercaya menurut versi mereka, terutama dari 

imam-imam mereka yang dua belas dan dari ulama-ulama yang mengikuti 

paham Imam dua belas. Mereka sepakat bahwa perkataan Nabi sama 

posisinya dengan perkataan imam mereka dari segi kesahihannya untuk 

dijadikan landasan hukum. 
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C. Konsekuensi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ja’far terhadap KHI. 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19,diterangkan bahwa wali nikah dalam 

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
102

 

Di dalam hukum Islam sendiri ada syarat dan rukun nikah yang telah 

disepakati, dan ada pula yang masih diperdebatkan. Di antara masalah yang 

masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam adalah masalah wali 

nikah. Secara garis besar, setidaknya ada dua kelompok  yang  berseberangan 

pendapat. Kelompok pertama (mayoritas atau jumhur) berpendapat bahwa 

wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah. Menurut 

kelompok ini, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri meskipun 

dia telah dewasa. Kelompok kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah 

dewasa boleh menikahkan dirinya  sendiri tanpa harus melalui walinya, 

asalkan dengan lelaki yang sederajat (kufu’).  

Dalam kompilasi hukum Islam wali adalah salah satu rukun yang harus 

dipenuhi, maka pernikahan yang tanpa wali batal. Konsekuensi Menikah tanpa 

wali bisa dipendapat kedua Imam Madzhab yaitu Imam Syafi’i dan Imam 

Ja’far sebagaimana berikut: 

1. Konsekuensi Pendapat Imam Syafi’i Terhadap KHI 

Setelah menganalisis pendapat Imam Syafi’i tentang wali nikah, 

berikut ini penulis akan mencoba menganalisis pendapat  Imam Syafi’i 

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Jika penulis telaah antara pemasalahan wali nikah menurut Imam 

Syafi’i dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara keduanya ada 

relevansi baik yang berupa persamaan maupun perbedaan, korelasi yang 

ada diantaranya mulai dari masalah penetapan wali sebagai rukun nikah, 

adanya persyaratan untuk menjadi wali dan urutan wali nikah. 

Pendapat Imam Syafi’i dan kompilasi hukum Islam di dalam 

subtasi keduanya menyatakan bahwa wali termasuk rukun pernikahan 

sebagaimana tertera dalam Dalil Imam Syafi’i dan Pasal dalam KHI: 

Pendapat Imam Syafi’i: 

ل  اط  ا ب  ه  اه  ك  ن  ا ف  ه  ي   ل  و   ن  ذ  ا   ي   غ  ب   ت  ح  ك  ن   ة  ا  ر  م  ا ا  يّ   ا    
“Siapa saja diantara wanita yang menikah tanpa ada wali  maka nikahnya 

batal”.
103

 

 

Pasal 19 KHI: 

“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.
104

 

  

Di samping  terwujud  korelasi di antara keduannya, namun juga 

ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan, penulis akan mencoba 

mengkomparasikan beserta memberikan analisis mengenai perbedaan 

tersebut. Perbedaannya yaitu mengenai syarat adil bagi wali, menurut 

Imam Syafi’i yang mensyaratkan wali nikah itu harus adil, sebagaimana 

Hadis nabi : 

د اش ار ام ااي ال اواَاِ الَاا اااحاَكاَن الَا  
 Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang adil”.

105
 

                                                 
103

 Rif’at Fausi Abdul Muthallib, Ringkasan Kitab Al umm.(Pustaka Azam) 471 
104

 Buku KHI, (Bandung: citra umbra) 328. 
105

 Al-Baihaqi, as-Suanan al-Kubra, Jilid VII, Daar al-Fikr, t.t, hal. 124 
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Menurut penulis, pasal dalam hal ini KHI  tidak mensyaratkan adil 

bagi wali, sebab tidak ada jaminan bahwa wali yang tidak adil itu akan 

salah memilihkan calon suami. Pada dasarnya naluri setiap wali untuk 

memilihkan suami yang seimbang dan terbaik bagi wanita yang berada di 

bawah perwaliannya itu akan terjadi secara alamiah. 

Pernikahan yang tidak ada wali di anngap batal sebagaimana 

diterangkan oleh Imam Syafi’i dan KHI di atas, konsekunsi pernikahan 

yang tidak sesuai atau tidak dipenuhi syarat dan rukunnya maka 

pernikahannya tidak sah ( batal). 

2. Konsekunsi Pendapat Imam Ja’far Terhadap KHI 

Pendapat Imam Ja’far terhadap KHI sangat kontradiktif atau tidak 

ada kesusaian. Dalam pendapat Imam Ja’far wali tidak termasuk rukun 

perkawinan sedangkan melihat subtansi pasal yang ada dalam KHI 

menyatakan bahwa wali termasuk rukun perkawinan. Jika pendapat ini 

diterapkan di Indonesia maka tidak ada relevansi baik, karena indonesia 

negara hukum yang manyoritas penduduknya beragama Islam, yang di 

pakai sebagai landasannya adalah kompilasi hukum Islam (KHI). 

Oleh sebab itu pernikahan yang mengikuti pendapat Imam Ja’far 

akan berimbas kepada sahnya pernikahan, seharusnya pernikahan 

memakai wali, walaupun walinya tidak ada, maka diharuskan wali nasab 

ataupun wali hakim untuk menjadi walinya sebagaimana pada pasal 20 

ayat (2) KHI.
106

 

                                                 
106

 Buku KHI, (Bandung: citra umbra) 328. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi’i dan 

Imam Ja’far mengenai hak perempuan menikah tanpa wali yang telah 

diuraikan pada bab- bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil 

dari penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan yaitu: 

1.  Ada beberapa definisi wali yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu 

perwalian dalam terminologi para  Fuqaha (pakar hukum islam) seperti 

diformulasikan Wahbah Al Zuhayli ialah “kemampuan untuk langsung 

bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Sejalan dengan 

itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum 

adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak 

terhadap  dan atas nama orang lain. Sedangkan pendapat yang lebih khusus 

membahas kedudukan wali dalam penelitian ini ialah pendapat Imam 

Syafi’i Menurut madzhab Syafi’i seseorang perempuan yang ingin 

melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, karena wali 

mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi 

dalam pernikahan, maka jika tidak ada wali pernikahannya batal. 

Sedangkan menurut Imam Ja’far perempuan tidak apa-apa menikah tanpa 

wali asalkan sekufu’, karena wali tidak termasuk syarat sah pernikahan. 

2. Dalam mengistinbatkan hukum Imam Syafi’i dan Imam Ja’far tetap 

bersumber kepada Al-qur’an sebagai sumber paling utama, keduanya 
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hanya berbeda penggalian hukum setelah sumber hukum  Ijma’ yaitu 

Imam Syafi’i menggunakan Qiyas setelah Ijma’, sedangkan sumber 

hukum yang di gunakan oleh Imam Ja’far setelah Ijma’ adalah sumber 

hukum Akal. 

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan harus ada wali 

sebagaimana yang terkandung dalam pasal 19, 20, 21, 22, 23, 107, 108, 

109, 110, 111, 112. Subtansi dari semua pasal tersebut tidak ada yang 

menbolehkan atau menjelaskan menikah tanpa wali, dalam konteks hukum 

indonesia yaitu KHI maka pernikahan seseorang yang tidak menghadirkan 

wali dalam akad maka batal pernikahannya. 

B. Saran 

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan menikah tanpa 

wali, maka saran-saran penyusun adalah: 

1. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi pedoman atau sumber untuk 

menggali hukum islam, khususnya di bidang pernikahan. 

2. Walaupun ada madzhab yang membolehkan menikah tanpa wali, 

sedangkan kehidupan kita berada di indonesia yang menyoritas umat Islam 

yang  memakai madzhab Imam Syafi’i, hendaknya tidak melanggar 

hukum yang telah ada karena dampak yang dapat timbul akibat dari 

pernikahan tanpa wali sangat besar.  
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